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ABSTRAK 

Sepria Dona, NIM 1730403088, Judul Skripsi “ Analisis Penatausahaan 

dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta 

Penyampaiannya Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Solok Selatan “. Program Sarjana Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. 

Perrmasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana Penatausahaan dan 

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya 

Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Penatausahaan dan penyusunan 

laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pada Badan Pengelola 

Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan;  (2) Penatausahaan dan penyusunan 

laporan pertang gungjawaban Bendahara Pengeluaran Pada Badan Pengelola 

Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan.  

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dan subyek 

penelitian ini adalah Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan. Teknik Pengumpulan 

data yang digunakan adalah  dengan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi terhadap subyek penelitian. Sedangkan  teknik analisis data yang 

digunakan adalah reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) bendahara penerimaan Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan telah menerapkan 

penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan 

pedoman yang berlaku, dari tahap awal pengumpulan bukti-bukti transaksi sampai 

pada tahap pengesahan dan penyampaian kepada pihak-pihak terkait; (2) 

bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok 

Selatan telah menerapkan penatausahaan dan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman yang berlaku dari tahap pembukuan 

belanja hingga uraian prosedur keseluruhan penyampaian pertanggungjawaban. 

 

Kata Kunci : Penatausahaan, Penyusunan, Laporan Pertanggungjawaban, 

Bendahara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lahirnya era baru pelaksanaan pemerintah menjadikan adanya 

serangkaian perubahan dramatis. Sebuah keniscayaan yang tidak ideal dari 

kelahiran otonomi daerah ini adalah mencuatnya eksistensi persoalan-

persoalan pengelolaan keuangan negara yang bertendensi lebih masif dan 

juga terdensentralisasi. Di zaman 32 tahun orde baru, pada saat 

penyelenggaraan pemerintah dijalankan tersentralisasi, persoalan 

penyalahgunaan keuangan negara memusat di pemerintah pusat beserta 

seluruh BUMN-nya.   

Otonomi daerah mengubah secara drastis praktik pengelolaan 

pemerintahan. Tata pemerintahan pada era Orde Baru dijalankan secara 

sentralistis dari Jakarta di bawah Presiden Soeharto. Sejak reformasi dirilis 

pada tahun 1999, pemerintah pusat melimpahkan sebagian kewenangan 

kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. (Setiawan, 2020; p. 3-4) 

Konsekuensi dari otonomi daerah maka daerah harus melakukan 

pengelolaan keuangan daerah dengan baik. Pengelolaan keuangan daerah 

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 

daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala 

daerah yang  karna jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 

keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Pejabat pengelola keuangan 

daerah yang selanjutnya disingkat PPKD merupakan Kepala Satuan Kerja 
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Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan 

Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).  

(Moh. Ma'ruf, 2006; p. 4) 

Tujuan diaturnya Keuangan Daerah oleh Pemerintah Daerah adalah 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya 

keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan 

pelayanan kepada masyarakat. Singkatnya, dapat disebutkan bahwa keuangan 

daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk 

uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan 

pemerintah daerah.  (Khusaini, 2018; p. 2) 

Penyelenggaraan pemerintah daerah mengenai anggaran merupakan 

hal yang sangat penting di dalam melaksanakan proses pembangunan yang 

telah di rencanakan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 

daerah. Hal ini berkaitan erat dengan profesi Bendahara yang berada pada 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas untuk menerima, mencatat, 

menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang dan barang serta 

berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah atau Kuasa 

Pengguna Anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 telah 

memberikan peraturan yang detail tentang proses penatausahaan dan 

penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampainnya. 

Dipilihnya Kabupaten Solok Selatan khususnya Badan Pengelola 

Keuangan Daerah (BPKD) karena Badan Pengelola Keuangan Daerah ini 

merupakan SKPKD yang pelaksanaan penatausahaan dan laporan 

pertanggungjawaban bendaharannya memiliki 2 (dua) jenis, yaitu 

penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan 

bendahara pengeluaran yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penatausahaan dan 

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. 



3 

 

Pemberian peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada SKPD 

tersebut antara lain tampak pada sistem pembayaran dan pengeluaran dana, 

dalam hal pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran, serta dalam hal 

pelaporan keuangan. Sejalan dengan prinsip-prinsip pelaporan, yang salah 

satunya mengedepankan pentingnya ketepatan waktu (timeliness), maka agar 

dapat dihasilkan laporan keuangan secara tepat waktu, input yang berasal dari 

berbagai dokumen sumber, salah satunya adalah SPJ pengeluaran dari tiap-

tiap SKPD juga harus disampaikan secara tepat waktu. Namun, di samping 

ketepatan waktu, agar dihasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan, dokumen yang akan dijadikan masukan dalam 

proses penyusunan laporan keuangan diharapkan juga telah dilengkapi 

dengan bukti yang lengkap dan sah. Hal ini sesuai dengan prinsip penggunaan 

dana, yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran atau belanja harus 

dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah. 

Tugas tersebut merupakan tugas yang harus dimiliki oleh Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa 

Bendahara Umum Daerah masing-masing SKPD secara umum. Tugas 

tersebut berjalan lancar karena tidak dapat terlepas dari pedoman dan sistem 

serta prosedur pengelolaan keuangan daerah. Berjalannya secara optimal 

fungsi-fungsi PPK SKPD dan BUD dipengaruhi dengan penerapan 

penatausahaan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Bendahara 

Penerimaan wajib melakukan penyelenggaraan penatausahaan dan 

pertanggungjawaban terhadap seluruh penerimaan pendapatan daerah dalam 

rangka pelaksanaan APBD.  

Bendahara pengeluaran wajib menatusahakan dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 

rangka pelaksanaan APBD. Kedua bendahara ini juga memiliki sistem dan 

prosedur dalam rangka penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangannya. Diharapkan bendahara penerimaan dan pengeluaran mampu 

melaksanakan semua prinsip yang menjadi sistem serta prosedur pengelolaan 

keuangan daerah sehingga penatausahaan dan pertanggungjawabannya 
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menjadi lancar, jika dari bendahara penerimaan dan pengeluaran tidak 

melakukan penerapan sistem dan prosedur secara benar, maka akan 

memengaruhi fungsi yang lain.  

Adanya kegiatan pengelolaan keuangan daerah, dalam pasal 4 ayat (1) 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah 

dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, 

efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan 

azaz keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.  

Kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah diatur dalam pasal 4 

ayat (1), yaitu meliputi: 

1. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan 

dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-

bukti administrasi yang dipertanggungjawabkan. 

2. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan. 

3. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil 

program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara 

membandingkan keluaran dengan hasil. 

4. Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian 

keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan 

masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. 

5. Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemorelahan 

pemasukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang 

terendah  

6. Trasparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip 

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan 

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. 

7. Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan 
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yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. 

8. Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan 

distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan 

distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. 

9. Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau 

suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. 

10. Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan 

masyarakat.  

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada : 

a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; 

b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan 

c. Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna anggaran/pengguna barang. ( 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ) 

Penatausahaan APBD dalam rangka mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan dari pengurusan keuangan yang dilaksanakan oleh bendaharawan 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan, belum 

seperti yang diharapkan. Hal ini terlihat dengan gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih terdapat kesalahan-kesalahan pencatatan pada buku kas umum; 

2. Terlambatnya pengiriman SPJ yang menyebabkan kelancaran penyediaan 

dana pada unit kerja sering terlambat, penatausahaan pada bagian 

keuangan tidak tepat waktu; 

3. Pengendalian keuangan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena data 

keuangan belum siap setiap dibutuhkan, dalam arti angka-angka yang 

tertera belum tentu benar. 

Permasalahan yang terjadi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset 

Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah Pejabat Pengelola Keuangan, yaitu 

Bendahara Penerimaan atas nama Yusri Yenti, A. Md dan Bendahara 

Pengeluaran atas nama Alen Junardi, A. Md belum melaksanakan prosedur 
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penatausahaan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

secara benar dan tepat, sehingga Laporan Keuangan yang dihasilkan belum 

valid. Dalam mengetahui hal ini maka harus melakukan penelitian guna 

mendapatkan informasi tepat tentang bagaimana penatausahaan tersebut 

belum diterapkan secara benar, secara khusus di Badan Pengelola Keuangan 

Daerah Kabupaten Solok Selatan yang dijadikan sebagai instansi pengelolaan 

keuangan daerah. Narasumber dari penelitian ini adalah semua bendahara 

penerimaan dan bendahara pengeluaran yang ada  di Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah di Kabupaten Solok Selatan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Penatausahaan dan 

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 

Penyampaiannya pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Solok Selatan.” 

B. Fokus Penelitian  

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah 

penerapan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

bendahara serta penyampaiannya pada Badan Pengelola Keuangan Daerah 

Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  

C. Sub Fokus 

Sub fokus dari penelitian ini untuk mengetahui penatausahaan dan 

penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya 

pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan. 

D. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah 

Kabupaten Solok Selatan ? 
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2. Bagaimana Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah 

Kabupaten Solok Selatan ? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penatausahaan dan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pada Badan Pengelola 

Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan. 

2. Untuk mengetahui penatausahaan dan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pada Badan Pengelola 

Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dari penelitian yang penulis lakukan ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut :  

a. Manfaat Teoritis  

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini 

bermanfaat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu 

ekonomi, khususnya akuntansi pemerintahan tentang penatausahaan 

dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pada Badan 

Pengelola Keuangan Daerah. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Pengambil Kebijakan pada Badan Pengelola Keuangan 

Daerah, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan informasi 

mengenai penatausahaan dan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban Bendahara penerimaan dan bendahara 

pengeluaran. 

2. Bagi Pengambil Kebijakan pada Institut Agama Islam Negeri, hasil 

penelitian ini memberikan informasi mengenai kondisi nyata mata 

kuliah Akuntansi Sektor Publik/Akuntansi Pemerintahan, 
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mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, secara khusus Badan 

Pengelola Keuangan Daerah . 

3. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar 

Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Jurusan Akuntansi Syariah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Batusangkar. 

 

2. Luaran penelitian 

Luaran penelitian adalah berhubungan dengan target yang ingin 

dicapai dari temuan penelitian. Adapun luaran penelitian ini yaitu:  

a. Dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah.  

b. Dapat menjadi bahan bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar.  

G. Definisi Operasional 

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan dan untuk menghindari 

penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan 

definisi operasional sebagai berikut: 

1. Penatausahaan Keuangan Daerah 

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah.  

2. Penyusunan laporan pertanggungjawaban 

Mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 yang diuraikan 

lebih terperinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 

2006. Dengan berpedoman terhadap Peraturan/Keputusan Kepala Daerah. 

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah 

harus menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang 
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penjabaran pelaksanaan APBD tersebut.Raperda berisi laporan keuangan 

daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, 

dan catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan tentang 

kinerja pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh BPK dan ikhtisar 

laporan keuangan dari badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.  

(Rahmatiah, 2016; p. 746) 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Landasan Teori 

1. Konsep akuntansi 

Akuntansi mempunyai pengertian yang beraneka ragam menurut 

sudut pandang masing-masing ahli yang memberikan defenisi atas 

akuntansi. Secara umum akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang 

berfungsi menyediakan informasi kwantitatif tentang kondisi keuangan 

dan hasil operasi perusahaan yang diharapkan bermanfaat dalam 

mengambil keputusan ekonomis. Pengertian ini menekankan pada peranan 

akuntansi, yaitu untuk memberikan informasi bagi kepentingan para 

pemakai daftar keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. Pengertian akuntansi tersebut merupakan akuntansi oleh 

Financial Accounting Standard Board (FASB).  (Hutagaol, 2012; p. 57-

58).  

Dalam Al Quran terdapat pada ayat yang dapat dikaitkan dengan 

praktek akuntansi. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. Yusuf 

(12) Ayat 55, yang berbunyi: 

 
 

Artinya: 

Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri 

(Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, 

dan berpengetahuan.” (Q.S. Yusuf: 55) 

  

(Berkatalah ia) Nabi Yusuf  

("Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini,) yakni negeri Mesir 

(sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi 

berpengetahuan.") orang yang mempunyai keahlian dalam hal 

perbendaharaan. Menurut suatu pendapat ditakwilkan, bahwa 



11 

 

Nabi Yusuf pandai dalam hal menulis dan menghitung. (Tafsir Jalalain, 

2010; P. 117) 

 

2. Akuntansi Sektor Publik 

A. Pengertian Akuntansi sektor publik 

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering 

didefinisikan sebagai “suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan 

dengan pengadaan barang dan jasa untuk memehuni kebutuhan  dan 

hak public”. Sector public disebut bidang yang membicarakan metode 

manajemen Negara.  (Handayani, 2019; P. 2-3) 

Akuntansi sector public memiliki peran utama untuk menyiapkan 

laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas 

publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian 

sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengomunikasian 

informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk 

menilai kinerja organisasi. Tugas dan tanggungjawab akuntan sector 

publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan 

internal maupun kebutuhan pihak eksternal.  

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan 

akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sector 

public untuk memberikan informasi kepada public, salah satunya 

adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Meskipun 

demikian, informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir 

akuntansi sector public. Informasi keuangan berfungsi memberikan 

dasar perimbangan untuk pengambilan keputusan. Tantangan yang 

dihadapi akuntansi sector public adalah akuntansi menyediakan 

informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilitas 

manajemen, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas kebijakan. 

(Kawatu, 2019; P. 1-5)  

Akuntansi sector public memiliki hubungan erat degan penerapan 

dan perlakuan akuntansi pada domain public yangmemiliki wajah lebih 
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luas dan kompleks dibandingkan sector swasta. Keluasan walayah 

public tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi 

yang berada di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang 

mempengaruhi lembaga-lembaga public tersebut.  (Astuti, 2014; p. 27)   

 

3. Jenis-jenis dan Standar Akuntansi Sektor Publik 

Organisasi-organisasi sektor publik sering kita jumpai dalam 

kehidupan kita. Dalam sehari-hari, kita berurusan dengan instansi 

pemerintah seperti Departemen Pendidikan, Departemen Tenaga 

Kerja, Kantor Catatan Sipil atau Kepolisian. Kita juga berinteraksi 

dengan berbagai organisasi kegamaan, seperti MUI (Majelis Ulama 

Indonesia), Nahdltul Ulama (NU), Muhammadiyah, PGI (Persatuan 

Gereja Indonesia), KGI (Konferensi Gereja Indonesia) dan lain-lain. 

Di bidang pendidikan dan kesehatan, kita juga mendapati beragam 

organisasi sektor publik, seperti Universitas, sekolah-sekolah, rumah 

sakit, puskesmas atau balai-balai kesehatan.Yang juga termasuk 

organisasi sektor publik adalah partai-partai dan LSM-LSM di 

berbagai bidang. Jika dilihat secara garis besar, jenis-jenis organisasi 

sector publik di atas dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 

1. Instansi Pemerintah 

Instansi pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik 

yang berbentuk instansi pemerintah. Pemerintah pusat termasuk 

didalamnya, Kementrian seperti Departemen Dalam Negeri, 

Departemen sosial, Departemen Keuangan, dan lain-lain. 

Pemerintah Daerah termasuk didalamnya, Satuan kerja perangkat 

Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, Dinas 

Perhubungan, Dinas Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah, Kantor catatan Sipil, dan lain-lain. 

2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah 

Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian 

organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi 
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pemerintah, tetapi dimiliki oleh pemerintah. Contohnya perguruan 

tinggi BHMN, rumah sakit pemerintah seprti RSCM, RS Daerah, 

dan yayasan-yayasan milik pemerintah. 

3. Organisasi Nirlaba Milik Swasta 

Organisasi nirlaba milik swasta merupakan bagian organisasi 

sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. 

Contohnya yayasan seperti Sampoerna Foundation, Dompet 

Dhuafa Republika, sekolah dan universitas swasta, rumah sakit 

milik swasta. (Bolendea, 2017; p. 1103-1104). 

 

4. Sistem Akuntansi Pemerintahan 

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan 

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat 

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan 

demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan 

hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan 

pemerintah di Indonesia.  

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (PSAP) yang dilengkapi dengan pengantar Standar 

Akuntansi Pemerintahan, yaitu uraian yang memuat latar belakang 

penyusunan SAP. SAP disusun dan dikembangkan oleh Komite 

Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dengan mengacu pada 

kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yakni prinsip-prinsip 

yang mendasari penyusunan dan pengembangan SAP bagi KSAP serta 

merupakan rujukan penting bagi KSAP, penyusunan laporan 

keuangan, dan pemeriksaan dalam mencari pemecahan atas sesuatu 

masalah yang belum diatur secara jelas dalam PSAP.  

Standar pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah 

daerah/pemerintah pusat/departemen/lembaga/kementerian sejak 

diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, 
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yang semula menggunakan basis kas, setelah disahkannya Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, mulai bergeser menuju 

akrual. Peraturan ini menggantikan peraturan pemerintah yang lama, 

yakni PP Nomor 24 2005. SAP yang baru membasis akrual untuk 

pelaporan keuangan yang menerapkan pengakuan pendapatan, beban, 

asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, 

mengakui pendapatan,belanja dan pembiayaan dalam pelaporan 

pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam 

APBN/APBD. Namun, dalam penerapan PP No. 71 Tahun 2010, 

masih diperbolehkan untuk menerapkan SAP berbasis kas menuju 

akrual yang menerapkan pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan 

berbasis kas serta menagkui asset, utang dan ekuitas dana berbasis 

akrual memiliki batas waktu penerapan yakni paling lama 4 (empat) 

tahun setelah Tahun Anggaran 2010.   

Perubahan standar akuntansi pemerintah membuat auditor 

internal pemerintah ataupun auditor eksternal juga harus mengevaluasi 

sejauh mana penerapan yang dilaksanakan oleh entitas pelaporan di 

lingkungan pemerintah lembaga kementerian.  (Zamzami, 2014; p. 16) 

 

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian 

laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi 

prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi 

pemerintahan yang telah diterima secara umum. Standar akuntansi 

pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan 

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

wajib menerapkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).  

(Budiantara, 2015; p. 22) 

 

b. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 
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Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya 

disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal 

efektif, sebagai berikut : 

1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan  

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian 

laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial 

statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan 

keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar 

entitas. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan 

penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual 

baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan 

aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas pelaporan yang 

menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan 

Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan tentang anggaran.  

2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas  

Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah 

menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran 

untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas 

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Pernyataan standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan 

Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan 

menggunakan anggaran berbasis kas.  

3. PSAP 03 Laporan Arus Kas  

Tujuan Pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah 

mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi 

historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas 

pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan 

aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu 

periode akuntansi.  

4. PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan  
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Tujuan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan 

adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan 

pada Catatan atas Laporan Keuangan. Tujuan penyajian Catatan 

atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi 

Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, 

atas informasi keuangan pemerintah.  

5. PSAP 05 Akuntansi Persedian  

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur 

perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan 

dalam laporan keuangan. Persediaan diakui (a) pada saat potensi 

manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan 

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) 

pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau 

kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan 

persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.  

6. PSAP 06 Akuntansi Investasi  

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur 

perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi 

penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.  

7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap 

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan 

akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai 

tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian 

kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tetap.  

8. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan  

Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan 

adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam 

pengerjaan.  

9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban  

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan 

akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai 
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tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap 

kewajiban tersebut.  

10. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan 

Operasi Yang Tidak Dilanjutkan  

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan 

akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan 

keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi 

akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan  

11. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian  

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur 

penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit 

pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk 

tujuan umum (general purpose financial statements) demi 

meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan 

dimaksud.  

12. PSAP 12 Laporan Operasional  

Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah 

menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk 

pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh 

peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan operasi adalah 

memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang 

tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit 

operasional dari suatu entitas pelaporan.  

13.  PSAP ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun 

Anggaran 2010. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat 

menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP 

berbasis kas menuju akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah 

Tahun Anggaran 2010.  (Miranti, 2018; p. 25-26). 
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5. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu 

perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan adalah bagian dari 

proses pelaporan keuangan. Kondisi keuangan suatu perusahaan akan 

dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, 

yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi serta laporan keuangan lainnya. 

Para pemakai laporan akan menggunakan untuk meramalkan, 

membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari 

keputusan ekonomis yang diambil. Informasi mengenai dampak keuangan 

yang timbul tadi sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, 

membandingkan dan menilai keuangan. Seandainya nilai uang tidak stabil, 

maka hal ini akan dijelaskan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan 

akan lebih bermanfaat apabila dilaporkan tidak saja aspek-aspek 

kuantitatif, tetapi mencakup penjelasanpenjelasan lainnya yang dirasakan 

perlu. Dan informasi ini harus faktual dan dapat diukur secara objektif.  

(Kesuma, 2014; p. 94-95)  

 

6. Akuntansi pemerintahan 

a. Definisi dan karakteristik akuntansi pemerintah 

Akuntansi pemerintahan (governmental accounting) banyak 

menyatakan merupakan terminology lama, pada perkembangannya 

bergeser istilah akuntansi sektor publik, istilah ini didasarkan pada 

pelebaran wilayah kajian dari akuntansi nirlaba, dimana akuntansi 

pemerintah mrupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi 

– transaksi keuagan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan 

negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. 

Pemerintah, dalam konteks akuntansi merupakan unit yang 

istimewa yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Pemerintah tidak berusaha memperoleh profit, pendapatan 

seluruhnya diperoleh dari pendapatan yang sifatnya “memaksa” 
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yaitu berupa pajak atau pendapatan lain yang ditetapkan oleh 

peraturan perundang-undangan sebagai pendapatan yang menjadi 

kewenangan pemerintah untuk memungutnya. 

System ini tidak hanya dimiliki oleh pemerintah modern 

saat ini namun telah ada sejk dahulu kala dengan nama yang 

berbeda. Pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia ada istilah upeti 

yang harus disetorkan pada pemerintah pusat kerjaan dari kerajaan-

kerajaan kecil yang menjadi wilayah kekuasaannya. Atau pada 

masa kejayaan kekhalifahan ada zakat yang digunakan sebagai 

sumber pendapatan Negara disamping pajak yang dikenakanhanya 

pada warga negra yang tidak Beragama islam.  

2. Pemerintah dimiliki secara kolektif oleh konstituen 

Berbeda dengan akuntansi komersial yang diterapkan 

dalam unit bisnis, kepemilikan atas pemerintah tidak dapat 

diwujudkan dalam bentuk kepemilikan modal yang dialihkan, 

sehingga jika ada konstituen/warga Negara yang tidak puas 

terhadap kinerja pemerintahnya tidak dapat begitu saja 

mengalihkan hak kepemilikaya tersebut. Mereka harus melalui 

mekanisme yang pajak untuk dapat memberikan masukan kepada 

pemerintah tentang kebijakan yang dihasilkan, bahkan mungkin 

harus menunggu pemilihan umum berikutnya yang jika diterapkan 

di Indonesia warga Negara harus menunggu lima tahun untuk 

dapat mengevaluasi keputusannya untuk memberikan kepercayaa 

kepada anggota DPR atau presiden yang terpilih. 

3. Kontribusi sumber daya keuangan tidak dikaitkan langsung dengan 

pelayanan/produk yang diberikan oleh pemerintah. 

Dalam system yang diberlakukan di Indonesia dan juga di 

banyak Negara lain, pembayar pajak kemungkinan besar bukan 

pihak penerima layanan terbesar dari pemerintah,hal ini disebabkan 

pengenaan pajak didasarkan dari kekayaan/kenikmatan yang 

dikonsumsi oleh pembayar pajak, bukan dari seberapa besar atau 
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seberapa banyak jenis layanan pemerintah yang mereka nikmati. 

Dalam hal pemerintah mengenakan biaya layanan, seringkali 

jumlah pengenaan biaya layanan juga tidak meliputi seluruh biaya 

yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan 

tersebut. 

Praktik pengenaan pajak di USA misalnya, yang 

mengalokasikan pendapatan tertentu untuk belanja tertentu oleh 

pemerintah menyebabkan keterkaitan pembayaran pajak dan 

layanan pemerintah semakin jauh. Misalnya saja, pada belanja 

untuk pendidikan dasar didanai dari penerimaan pajak PBB 

sehingga menyebabkan pembayar pajak yang tidak memiliki anak 

dengan usia sekolah dasar akan menjadi penyedia dana untuk 

layanan pemerintah yang tidak dinikmatinya. 

4. Secara dominan keputusan kebijakan dan keputusan operasional 

dibuat secara politis oleh lembaga perwakilan di Negara-negara 

yang menganut demokrasi. 

Sebagaimana kita ketahui anggota lembaga perwakilan di 

Indonesia memiliki berbagai latar belakang, ada yang berasal dari 

partai politik dan perwakilan daerah yang latar belakang 

pendidikannya mulai dari tekonologi, pendidikan, agama bahkan 

artis. Selain itu, interest/ketertarikan mereka pada bidang-bidang 

kehidupan juga beragam, mulai dari politik, olahraga, seni, moral, 

pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Dengan berbagai ragam latar 

belakang tersebut mereka “dipaksa” untuk membuat keputusan-

keputusan yang seringkali tidak sesuai dengan bidangnya dan 

kecenderungannya sehingga kemungkinan mereka mendapatkan 

informasi yang utuh dan benar sangat kecil. Misalnya seorang artis 

penyanyi yang menjadi anggota DPR Komisi Anggaran 

kemungkinan tidak mengetahui seluk beluk tentang penganggran 

pemerintah seharusnya disusun. Mereka mengandalkan informasi 

dari partai politik yang diwakilinya sehingga kemungkinan 
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informasi tersebut bias oleh kepentingan konstituen yang dibawa 

oleh partai politik tersebut. 

5. Keputusanharus dibuat secara terbuka sehingga akuntansi dan 

laporan-laporan lain yang terkait degan pelaksanaan keputusan 

tersebut harus bersifat terbuka. 

Keputusan yang berimplikasi terhadap kepentingan public 

harus dibua secara terbuka. Di Indonesia, siding pembahasan 

anggaran dapat dibuka secara public dan melibatkan wartawan 

untuk meliputnya sehingga anggaran dan pertanggungjawabannya 

dapat dengan mudah dievaluasi oleh public. Selain itu, public juga 

dapat mengevaluasi bagaimana proses anggota perwakilan dalam 

pengambilan keputusan anggaran tersebut. 

b. Sistem Akuntansi Pemerintah 

Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PMK 

PP 71 Tahun 2010 pasal 1 adalah rangkaian sistematik dari prosedur, 

penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi 

akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan 

di lingkungan organisasi pemerintah. 2010 sebagai pengganti 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam 

bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), 

dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan 

disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi 

Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan 

sistem akuntansi pemerintahan dan menyusun laporan keuangan 

pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.  

(Pangalila, 2016; p. 236)  

c. Profesi Akuntan Pemerintah 

Lulusan pendidikan tinggi di bidang akuntasi (baik program 

diploma maupun Strata 2 dan 2) memiliki kesempatan sangat luas di 
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bidang akuntansi pemerintahan. Berikut beberapa profesi akuntan di 

pemeritahan: 

1. Akuntansi pengelola keuangan Negara / daerah 

Saat ini jumlah satker yang merupakan entitas akuntansi 

pemerintah pusat berjumlah sekitar 2.400 satker. Pada setiap satker 

ini paling tidak diperlukan 2 akuntan yang dapat membantu 

penyusunan laporan keuangan pemerintah. Di pemerintah daerah 

kebutuhan akuntan juga sangat besar. Saat ini jumlah 

kabupaten/kota di seluruh Indonesia sekitar 514 dan pada setiap 

kabupaten/kota rata-rata meiliki 20 satker pemerintah daerah 

(SKPD). Jika pada setiap SKP memtuhkan 2 orang akuntan maka 

pemerintah darah memerlukan >10000 akuntan. Saat ini jumlah 

akuntan di setiap satker belum mencapai jumlah yang memadai 

untuk membantu memperbaiki kualitas laporan keuangan 

Negara/daerah khususnya pada aspek pertanggungjawabannya. 

2. Akuntan pemeriksa pajak 

Selain kebutuhan di pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah sebagai pengelola keuangan, di pemeritah pusat 

memerlukan keuangan untuk melakukan pemeriksaan pajak. 

Sebagaimana kita ketahui isu kepatuhan membaya pajak di 

Indonesia merupakan isu yang terus menerus menjadi sorotan, 

karena ada ketimpangan antara jumlah penerimaan pajak dan 

jumlah potensi penerimaan pajak. Ketimpangan ini salah satunya 

disebabkan oleh sumber daya manusia perpajakan (fiskus) di 

Indonesia belum mencapai rasio yang ideal jika dibandingkan 

dengan jumlah wajib pajak potensial yang masih harus digali oleh 

para fiskus. Termasuk dalam daftar kebutuhan Direktorat Jenderal 

Pajak ini adalah untuk tenaga fungsional pemeriksa pajak yang saa 

ini penugasannya masih dirasa overload 

Kondisi di pemerintah daerah tidak jauh berbeda dengan 

pemerintah pusat dalam kebutuhan pemeriksa pajak. Taxing power 
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yang semakin besar di daerah membuat pemerintah daerah harus 

menyiapkan aparatur pemerintah pajak daerah yang handal, yang 

sampai dengan saat ini masih dipenuhi oleh pemerintah daerah 

dengan langkah praktis yaitu mengirim pegawai dengan berbagai 

latar belakang yang beragam (akuntan maupun akuntan) untuk 

mengikuti pelatihan pemeriksa pajak. Hal ini tentu saja praktis 

dalam jangka pendek, namun hasilnya diperkirakan tidak akan 

mencapai optimal jika latar belakang pendidikan pemeriksa pajak 

daerah tersebut tidak sesuai. 

3. Auditor internal dan eksternal 

Kebutuhan lain yang mendesak untuk dipenuhi adalah 

kebutuhan auditor di lembaga pengawas internal pemerintah 

(inspektorat jenderal atau inspektorat daerah ) dan auditor eksternal 

baik di Badan Pemeriksa Keuangan maupun auditor di Komisi 

Pemberantsan Korupsi (KPK).  (Tukino, 2020; p. 18-20) 

 

7. Akuntansi Keuangan Daerah 

Sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah 

didefiniskan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban daerah tersebut sedangkan menurut UU Nomor 23 

Tahun 2014, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang 

yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan 

hak dan kewajiban tersebut. 

Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah darah dalah 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumbe 

daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraaan daerah dan 

mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Singkatnya, dapat 

disebutkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban 
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pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk 

membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

Selanjutnya pengelolaa keuangan daerah dapat diartikan sebagai 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan 

daerah. UU Nomor 33 Tahun 2004 secara jelas menetapkan landasan 

dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, 

antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan:  

1. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur 

dengan peraturan daerah. 

2. System dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat 

keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala 

Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.  

3. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada 

DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan 

daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan. 

4. Laporan pertanggunjawaban keuangan daerah tersebut merupakan 

dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.  (Khusaini, 

2018; p. 2-3) 

 

Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002, tentang pedoman 

pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta 

tata cara penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, 

pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berbunyi:”Sistem akuntansi 

keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi 

proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas 

kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka 

pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip 

akuntansi”.(Pasal 70: ayat 1) 
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8. Basis Akuntansi Keuangan Daerah 

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka mulai tahun 2015, 

pemda wajib menggunakan basis akrual. Basis akrual adalah basis 

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada 

saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau 

setara kas diterima atau dibayar. Basis akuntansi yang digunakan dalam 

laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan 

pendapatan dalam Laporan Operasional (pendapatan LO), beban, aset, 

kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk pendapatan LO berarti bahwa 

pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah 

terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah 

atau oleh entitas pelaporan dan beban diakaui pada saat kewajiban yang 

mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun 

kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas 

pelaporan. 

9. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 

Akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, 

pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu 

daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengembalian 

keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Akuntansi Keuangan Daerah, pemerintahan daerah berkewajiban 

menyusun sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).  

10. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 yang diuraikan 

lebih terperinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 

2006. Dengan berpedoman terhadap Peraturan/Keputusan Kepala Daerah. 
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Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah 

harus menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang 

penjabaran pelaksanaan APBD tersebut.Raperda berisi laporan keuangan 

daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, 

dan catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan tentang 

kinerja pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh BPK dan ikhtisar 

laporan keuangan dari badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.  

(Rahmatiah, 2016; p. 746) 

11. Penatausahaan dan Laporan Penyusunan Pertanggungjawaban 

Bendahara Keuangan Daerah 

a. Pengertian penatausahaan keuangan daerah 

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah : “keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”.  Dengan 

demikian dapat diartikan bahwa penatausahaan keuangan daerah 

adalah kegiatan mengatur bertambah dan berkurangnya kekayaan 

daerah dan pengalokasiannya.  

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling 

krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan 

tujuan pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. 

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintergrasi, 

oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran.  

Sebagaimana diatur pada Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan yang menyatakan penyusunan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, 

pertanggungjawaban Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan 

Daerah. Berdasakan ketentuan tersebut setiap daerah (Provinsi, 

Kabupaten/Kota) diharuskan membuat Peraturan Daerah tentang 
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Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai landasan hukum 

didalam melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah.  

Pencapaian tujuan dari prosedur penatausahaan keuangan 

daerah adalah laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dan 

disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah.  

 

b. Azaz Umum Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah 

Dalam kaitan dengan landasan hukum dan jangka waktu, 

maka asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :  

1. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 

1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 

Desember.  

2. APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan 

merupakan dokumen daerah.  

3. Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah 

daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.  

4. Satuan uang dalam penyusunan, penetapan dan 

pertanggungjawaban APBD adalah mata uang rupiah.  

Dalam kaitannya dengan pendapatan asas umum pengelolaan 

keuangan daerah sebagai berikut :  

a. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan 

perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk 

setiap kelompok pendapatan.  

b. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus 

berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.  

c. Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah 

dianggarkan secara bruto dalam APBD.  
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Perkiraan yang terukur secara rasional setidak-tidaknya 

merupakan perkiraan yang dapat dicapai untuk setiap sumber 

pendapatan yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan 

penganggaran bruto adalah bahwa jumlah pendapatan daerah yang 

dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan 

dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi 

dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.  

Sedangkan asas umum pengelolaan keuangan daerah dibidang 

belanja dan fungsi kas daerah adalah sebagai berikut :  

1. Dalam penyelenggaraan APBD, penganggran pengeluaran harus 

didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam 

jumlah yang cukup.  

2. Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung 

dengan dasar hukum yang melandasinya.  

3. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas 

tertinggi untuk setiap jenis belanja.  

4. Pada prinsipnya semua penerimaan dan pengeluaran daerah 

dilaksanakan melalui Kas Daerah terkecuali untuk Badan 

Pelayanan Umum.  

c. Penatausahaan Penerimaan 

Penatauasahaan Penerimaan merupakan serangkaian proses 

kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan 

dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang ada pada 

pengelola SKPD dan/atau SKPKD. Penatausahan penerimaan daerah 

tingkat SKPD dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Penerimaan, serta 

bendahara penerimaan pembantu jika diperlukan.  

Menurut ketentuan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang 

dimaksud dengan penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas 

daerah. Semua penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum 
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daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah 

Kuasa Bendahara Umum Daerah menerima nota kredit.  

Penerimaan daerah yang disetor ke kas umum daerah dilaksanakan 

melalui cara-cara sebagai berikut: 

a. Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga.  

b. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan, dan/atau 

kantor pos oleh pihak ketiga. 

c. Untuk benda berharga seperti karcis retribusi yang dipakai sebagai 

tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga maka penyetorannya 

dilakukan dengan cara penerbitan tanda bukti pembayaran retribusi 

tersebut yang disahkan oleh PPKD.  

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa untuk 

kepentingan pelaksanaan APBD dan/atau penatausahaan keuangan 

daerah, kepala daerah perlu menetapkan pejabat fungsional untuk tugas 

bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Untuk itu 

bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan 

terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang 

menjadi tanggungjawabnya dan harus melaporkannya kepada 

pengguna anggaran atas kuasa pengguna anggaran melalui PPKD 

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.  

Penatausahaan atas penerimaan dilaksanakan dengan menggunakan 

buku kas, buku pembantu per rincian objek penerimaan dan buku 

rekapitulasi penerimaan harian. Sedangkan bukti penerimaan dan/atau 

bukti pembayaran yang diperlukan untuk penatausahaan anggaran 

adalah :  

a. Anggaran Kas.  

b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(DPA-SKPD 

c. Buku Kas Umum.  

d. Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH).  

e. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)  
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f. Surat Ketetapan Retribusi (SKR).  

g. Surat Tanda Setoran (STS).  

h. Surat Tanda Bukti Setoran  

i.  Bukti penerimaan lainnya yang sah.  

j.  Nota kredit bukti setoran.  

k.  Buku simpanan/bank.  

l. Register penerimaan kas.  

Proses Penatausahaan penerimaan dapat dilihat sebagai berikut:  

1. Penatausahaan Penerimaan melaui Bendahara penerimaan.  

2. Pihak ketiga mengisi surat tanda bukti pembayaran berdasarkn 

SKP Daerah, SKRD dan tanda bukti lainnya yang sah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

3. Bendahara penerimaan mengisi Surat Tanda Setoran (STS) sebagai 

tanda bukti penyetoran penerimaan.  

4. Bendahara penerimaan menerima uang dan mencocokan antara 

surat tanda bukti pembayaran, STS, dan SKP Daerah/SKRD/tanda 

bukti penerimaan lainnya yang sah.  

5. Bendahara penerimaan mencatat penerimaan kedalam Buku Kas 

Umum. 

6. Bendahara Penerimaan melakukan rekapitulasi penerimaan secara 

harian kedalam Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH).  

7. Bendahara Penerimaan harus menyetor seluruh penerimaan kas ke 

rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk 

oleh pemerintah daerah paling lambat 1 hari kerja setelah 

penerimaan uang kas.  

8. Setoran ke rekening kas umum dianggap sah, bilamana Kuasa 

BUD sudah menerima bukti nota kredit.  

9. Bendahara penerimaan secara administratif harus 

mempertanggungjawabkan penerimaan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada Pengguna Anggaran disertai bukti-bukti 

penerimaan/setoran.  
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10. Bendahara penerimaan secara fungsional harus 

mempertanggungjawabkan penerimaan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada PPKD selaku BUD disertai bukti-bukti 

penerimaan/setoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.  

11. PPKD selaku BUD akan melakukan verifikasi, evaluasi dan 

analisis atau pertanggungjawaban bendahara penerimaan.  

12. Berdasarkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis, PPKD akan 

menerbitkan surat pengesahan terhadap pertanggungjawaban 

bendahara penerimaan. 

d. Penatausahaan Pengeluaran  

Penatausahaan pengeluaran daerah pada tingkat SKPD 

dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan 

Bendahara Pengeluaran, serta Bendahara Pengeluaran Pembantu jika 

diperlukan. Penatausahaan pengeluaran daerah pada tingkat SKPD 

dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD dan 

Kuasa BUD. Beberapa hal yang sangat penting dalam Penatausahaan 

Pengeluaran antara lain:  

1. Dokumen yang digunakan dalam melakukan penatausahaan 

pengeluaran, terdiri atas: 

a. Anggaran Kas.  

b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (DPA-SKPD).  

c. Surat Penyediaan Dana (SPD).  

d. Register SPD 

2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), terdiri atas: 

a. SPP-Uang Persediaan (SPP-UP)  

b. SPP-Ganti Uang Persediaan (SPP-GU)  

c. SPP-Tambahan Uang (SPP-TU)  

d. SPP-Langsung (SPP-LS)  
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3. Register SPP.  

4. Surat Perintah Membayar (SPM).  

5. Register SPM.  

6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).  

7. Register SP2D.  

8. Buku Kas Umum.  

9. Buku Simpanan/Bank.  

10. Buku Panjar.  

11. Buku Pajak PPN/PPh.  

12. Register Penutupan Kas.  

13. Rincian Pengeluaran per Rincian Obyek.  

Adapun proses Penatausahaan Pengeluaran sebagai ukuran 

pelaksanaan dan penerapan prosedur yang tepat adalah sebagai berikut:  

a. Proses Penatausahaan Pembebanan Langsung (LS), terdiri atas:  

1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD).  

2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).  

3. Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM). 

4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).  

b. Proses Penatausahaan Pembebanan UP/GU/TU terdiri atas:  

1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD).  

2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).  

3. Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).  

4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).  

5. Penggunaan Dana.  

6. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ).  (Permana, 

2013; p. 25-27) 

Dalam melalukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan 

bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan 

tugas-tugas kebendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD). 
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Bendahara penerimaan pada SKPD memiliki tugas 

menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan 

penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), melakukan verifikasi, 

evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.  

Sedangkan Bendahara Pengeluaran memiliki tugas mengelola uang 

persediaan, menerima, menyimpan, menatausahakan, dan 

membukukan uang dalam pengelolaannya, melakukan pengujian dan 

pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 

menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan 

untuk dibayarkan dan tugas lain sesuai peraturan kepala daerah. 

Laporan-laporan pendapatan, belanja serta kekayaan dan kewajiban 

daerah disusun berdasarkan sistem akuntansi pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang 

mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi 

inilah yang nantinya menghasilkan laporan keuangan daerah.  

(www.djpk.kemenkeu.go.id)  

 

Ruang Lingkup bendahara menurut Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 73/PMK.05/2008 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 

PER-47/PB/2009, yaitu : 

a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja 

Kementerian Negara/Lembaga. 

b. Bendahara Pembantu Pengeluaran. 

c. Bendahara Pengelola Dana Dekonsentrasi. 

d. Bendahara Pengelola Dana Tugas Pembantuan. 

Bendahara adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri/Pimpinan 

lembaga/Kepala kantor/Kepala satuan kerja untuk membukukan dan 

mempertanggungjawabkan seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan 
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anggaran satuan kerja yang tertuang dalam DIPA.  (Rahmatiah, 2016; p. 

747) 

 

B. Kajian Yang Relevan 

Agar penelitian yang penulis lakukan tidak tumpang tindih dengan 

penelitian terdahulu, maka tinjauan kepustakaan merupakan sebuah kepastian 

yang penulis lakukan. Penelitian relevan tentang Penatausahaan Dan Laporan 

Pertanggungjawban Bendahara adalah sebagai berikut: 

1. Dwi Rizky Rahmatiah (2016) melakukan Penelitian tentang “Analisis 

Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Serta Penyampaiannya Pada Dinas Pendapatan Pengelola 

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penatausahaan dan 

penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta 

penyampaiannya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Bone Bolango. Pengumpulan data dilakukan dengan 

cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang 

digunakan penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif yaitu metode 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta 

menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang 

penyajian laporan keuangan. Hasil penelitiannya yaitu Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango selaku 

SKPKD telah melaksanakan penatausahaan dan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban bendahara serta Penyampaiannya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.  

Berdasarkan hasil penelitian Dwi Rizky Rahmatiah (2016), 

terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berbeda 

tempat penelitian dan periode penelitian. Sedangkan persamaannya ialah 

sama-sama meneliti penatausahaan dan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban bendahara melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 
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2. Frank Zwingly The (2016) melakukan penelitian tentang “Analisis 

Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Serta Penyampaiannya Pada Dinas Pendapatan Pengelola 

Keuangan Dan Asset Daerah Kota Manado”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan menganalisis penatausahaan dan penyusunan 

laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya pada 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, 

yaitu suatu metode pembahasan masalah yang sifatnya menguraikan, 

menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan serta 

melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga 

dapatlah ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian yaitu bendahara pada 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado 

telah melaksanakan penatausahaan dan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban serta Penyampaiannya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

Berdasarkan hasil penelitian Frank Zwingly The (2016), terdapat 

perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berbeda tempat 

penelitian dan periode penelitian. Sedangkan persamaannya ialah sama-

sama meneliti penatausahaan dan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban bendahara melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

 

3. Dhika permana (2013) melakukan penelitian tentang “Analisis Penerapan 

System dan Prosedur Penatausahaan Pertanggungjawaban 

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pajak 

dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta”. Penelitian 

ini bertujuan  Untuk mengetahui pelaksanaan sistem dan prosedur 

penatausahaan dan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan 

bendahara pengeluaran Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan 
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Pemerintah Kota Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode Penelitan ini bersifat 

deskriptif kualitatif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek 

pemahaman secara dalam terhadap suatu masalah, daripada melihat 

permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih 

menggunakan teknik analisis mendalam (In-depth-analysis), yaitu 

mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metode kualitatif yakin 

bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah 

lainnya. Hasil penelitiannya yaitu Bendahara Penerimaan Dinas Pajak 

Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta sudah 

menerapkan sistem dan prosedur penatausahaan pertanggungjawaban 

sesuai dengan pedoman yang berlaku.  

Berdasarkan hasil penelitian Dhika Permana (2013), terdapat 

perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berbeda tempat 

penelitian dan periode penelitian. Sedangkan persamaannya ialah sama-

sama meneliti penatausahaan dan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban bendahara menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan atau dari bentuk tindakan kebijakan. 

Pendekatan yang digunakan adalah bersifat kualitatif yang memiliki karakte-

ristik bersifat deskriptif.  (Subandi, 2011; p.176). 

B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini mengambil tempat atau lokasi pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini dimulai 

dari bulan 1 Juli sampai 2021 sampai 10 Juli 2021.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk 

mengamati suatu kejadian. Metode dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kegiatan 

penelitian ini  untuk melihat dan mengamati secara langsung 

kegiatan/aktivitas penatausahaan dan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran 

pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan. 

Adapun teknik observasi yang dilakukan peneliti sebagai berikut : 

a. Melakukan pengamatan terhadap kegiatan sehari-hari dalam 

melaksanakan penatausahaan dan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan. 

b. Melakukan pengamatan terhadap kegiatan sehari-hari dalam 

melaksanakan penatausahaan dan penyusunan laporan 
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pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan. 

2. Wawancara  

Wawancara yaitu penulis secara langsung mengadakan komunikasi 

dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (tanya 

jawab) secara lisan. Wawancara ini bertujuan untuk mengkonstruksikan 

mengenai kegiatan yang berhubungan dengan penatausahaan dan 

penyusunan laporan pertanggungjawaban pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Responden yang menjadi sumber data dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

a. Bendahara penerimaan, dengan melakukan wawancara terhadap 

bendahara penerimaan yaitu Ibu Yusri Yenti, A.Md yang nantinya 

akan memperoleh data mengenai penatausaahaan dan penyusunan 

laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan. 

b. Bendahara pengeluaran, dengan melakukan wawancara terhadap 

bendahara pengeluaran yaitu Alen Junardi. A.Md yang nantinya akan 

memperoleh data mengenai penatausaahaan dan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu penulis mencari dan mengumpulkan data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang 

tersimpan, baik itu catatan transkip, buku, surat kabar, dan lain 

sebagainya.  (Subandi, 2011; p. 176-177). 

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dijadikan sebagai sumber 

pendukung. Data dokumentasi sangat diperlukan untuk melengkapi data 

yang diperoleh selama melakukan observasi dan wawancara. Peneliti 

menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data berupa arsip-

arsip, catatan-catatan, buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan 

penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara 

tersebut. Dokumen yang dimaksud berupa foto-foto, dokumen kantor, 

transkip wawancara dan dokumen tentang sejarah dinas/kantor tersebut, 
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kelengkapan semua dokumentasi ini dikumpulkan untuk kelengkapan data 

penelitian.  

D. Teknik Analisis Data 

Pada saat penelitian, teknik analisis data yang digunakan adalah 

model Analisis Interaktif. Di dalam model ini terdapat tiga komponen yang 

terdiri dari reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Aktivitasnya berbentuk interaksi ketiga komponen analisis secara sistematik 

sebagai berikut. 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam 

melakukan analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, 

membuat hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa 

sehingga dapat menarik kesimpulan atau memperoleh pokok temuan. 

Peneliti dalam melakukan penelitian ini akan merangkum,memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari 

tema dan polanya. Dengan peneliti melakukan reduksi data akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti 

melakukan pengumpulan data selanjutnya.  

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran ditetapkan oleh 

kepala daerah atas usul PPKD untuk melaksanakan tugas kebendaharaan 

dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD maupun PPKD. 

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran ssecara fungsional 

bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. 

Sedangkan secara administratif,  keduanya bertanggungjawab atas 

pelaksanaan tugasnya kepada PA (Kepala SKPD) atau KPA.   

Adapun langkah-langkah analisis yang dilakukan dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 
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a. Mengumpumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan tentang 

penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

bendahara penerimaan serta penyampaiannya pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah melalui wawancara dan observasi langsung di 

lapangan. 

Penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

bendahara penerimaan serta penyampaiannya yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa :  

1. Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan 

terhadap seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya 

yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti : buku kas 

umum, buku pembantu per rincian objek penerimaan, buku 

rekapitulasi, bukti lainnya. 

2. Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara 

administratif atas pengelolaan uang yang menjadi 

tanggungjawabnya dan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa 

pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya. 

3. Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara 

fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya 

dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan 

kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya. 

4. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas 

laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan yang 

dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. 

5. PPKD selaku BUD mengesahkan SPJ penerimaan dan 

menyerahkan pengesahan kepada Pengguna Anggaran. 

Jika penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

serta penyampaiannya yang dilakukan oleh  bendahara penerimaan 
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pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan 

sesuai dengan Pedoman Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 seperti 

yang tertera diatas, maka penatausahaan tersebut sudah berjalan 

dengan baik dan taat pada peraturan perundang-undangan.  

b. Mengumpumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan tentang 

penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

bendahara pengeluaran serta penyampaiannya pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah melalui wawancara dan observasi langsung di 

lapangan. 

Penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

bendahara pengeluaran serta penyampaiannya yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 meliputi : 

1. Penyediaan dana 

2. Permintaan pembayaran 

3. Perintah membayar 

4. Pencairan dana 

5. Pertanggunggungjawaban penggunaan dana 

6. Penatausahaan pendanaan tugas pembantuan 

Sedangkan untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ), 

adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. berdasarkan SPJ kegiatan yang diperoleh dari PPTK yang dibantu 

oleh bendahara pengeluaran pembantu yang ada pada masing-

masing bidang diverifikasi oleh KPA, selanjutnya diserahkan 

kepada bendahara pengeluaran untuk dilakukan pencatatan atas 

belanja atau pengeluaran yang telah dikeluarkan ke dalan BKU 

pengeluaran, buku rekap pengeluaran per objek, buku pembantu 

simpanan/bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar. 

b. Setelah melakukan pencatatan di atas, berdasarkan dokumen 

tersebut, ditambah dokumen SPJ pengeluaran pembantu yang 

berisi buku kas umum, ringkasan pengeluaran per rincian objek 
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disertai bukti-bukti yang sah, bukti penyetoran atas PPN/PPh, dan 

register penutupan kas. 

c. Setelah SPJ telah dilakukan, bendahara pengeluaran menyerahkan 

SPJ pengeluaran kepada PPK-SKPD untuk dilakukan verifikasi. 

d. Setelah dinyatakan diverifikasi, PPK-SKPD menyampaikan SPJ 

pengeluaran kepada Kepala SKPD  

e. Kemudian Kepala SKPD mengeluarkan surat pengesahan atas SPJ 

tersebut. 

f. Setelah dikeluarkan surat pengesahan, bendahara pengeluaran juga 

harus menyerahkan SPJ pengeluaran kepada BUD melalui sub 

bidang verifikasi sebagai bentukk pertanggungjawaban fungsional. 

Jika penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

serta penyampaiannya yang dilakukan oleh  bendahara pengeluaran 

pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan 

sesuai dengan Pedoman Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 seperti 

yang tertera diatas, maka penatausahaan tersebut sudah berjalan 

dengan baik dan taat pada peraturan perundang-undangan. 

2. Sajian Data (Data Display) 

Supaya mendapat gambaran yang jelas tentang data keseluruhan 

yang pada akhirnya akan dapat menyusun kesimpulan, maka peneliti 

berusaha menyusunnya ke dalam penyajian data dengan baik dan jelas 

agar dapat dimengerti dan dipahami. Penyajian data merupakan sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

Setelah peneliti selesai melakukan reduksi data, maka tahap 

selanjutnya yang dilakukan yaitu penyajian data. Penyajian data 

merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan penarikan kesimpulan. Peneliti akan melakukan penyajian 

data dalam bentuk uraian singkat, bagan atau sejenisnya. Penyajian data 

yang digunakan adalah bentuk naratif, penyajian-penyajian data berupa 

mengumpulkan informasi yang telah tersusun secara sistematis mengenai 
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penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang 

dilakukan oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan 

bertanggung dengan memperhatikan azaz keadilan, kepatuhan, dan 

manfaat untuk masyarakat pada  Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di 

Kabupaten Solok Selatan. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data 

yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Dalam penelitian ini, 

penarikan kesimpulan sudah dimulai dari proses awal diperolehnya data. 

Oleh karena peneliti sebagai bagian dari instrument penelitian, sehingga 

setiap data telah dicek keakuratan dan validitasnya. Dengan model analisis 

interaktif maka peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan.  (Subandi, 

2011; P. 178) 

Dalam melakukan penarikan kesimpulan, peneliti melakukan 

dengan menemukan makna data yang sudah disajikan. Melalui data-data 

yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya yang peneliti lakukan penarikan 

kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada 

saat dilapangan untuk mengumpulkan data dengan melihat hasil reduksi 

data dan sajian data yang telah dikumpulkan selama penelitian dilakukan 

di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Hasil Penelitian 

1. Profil Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

a. Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanguna 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maka setiap daerah 

harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, 

terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan 

jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kera Pemerintah Daerah (RKPD). 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) 

tahun. Yang kemudian dikerucutkan menjadi Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan 

daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai 

dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Rencana 

Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) yaitu dokumen perencanaan 

daerah untuk periode 1 (satu) tahun.  

Mengacu kepada semua dokumen perencanaan daerah diatas, 

kemudian disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA 

Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 
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untuk periode 5 (lima) tahun. Dan selanjutnya disusun Rencana Kerja 

Perangkat Daerah (RENJA Perangkat Daerah) untuk periode 1 (satu) 

tahun.  

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah disebutkan bahwa Renja OPD adalah dokumen perencanaan 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun, 

Renja OPD merupakan penjabaran Renstra OPD yang mengacu pada 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renja OPD memberikan 

gambaran tentang program dan kegiatan yang dikerjakan oleh OPD 

dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya Renja OPD menjelaskan 

mengenai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian 

kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD 

sesuai tugas pokok dan fungsi OPD serta mengakomodasikan hasil 

musrenbang dan Forum OPD.  

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok 

Selatan tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan 

tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi 

pemangku kepentingan dan pembangunan melalui penyelenggaraan 

Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk 

keterpaduan Rancangan Renja OPD. 

Sesuai amanat tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai Organisasi Perangkat 

Daerah pada tahun 2021 ini menyusun Rncana Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2021. 

Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang 

berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang 

disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian 
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kinnerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Solok Selatan tahun 2021 merupakan rencana 

pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk 

mewujudkan visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Solok Selatan tahun 2022.  

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Solok Selatan tahun 2021, akan dijadikan sebagai 

pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2021 

yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah 

pada pencapaian sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya 

juga memperhatika program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat 

yang dilaksanakan di daerah.  

b. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Solok Selatan tahun 2021 merupakan rencana 

pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk 

mewujudkan visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Solok Selatan  2021 dan gambaran tahun 2022 seperti yang tertuang 

dalam rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Solok Selatan. 

1. Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Visi Badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten solok 

selatan yaitu “ Terwujudnya Penyelenggaraan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Yang Professional Dan 

Akuntabel “ 

2. Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Visi Badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten solok 

selatan adalah sebagai berikut :  
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a. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Penyelenggaraan 

Keuangan Daerah. 

b. Meningkatnya Perencanaan Umum Keuangan Daerah yang 

sesuai dengan tuntutan kebutuhan publik. 

c. Meningkatnya Penyusunan Anggaran yang sistematis, 

terstruktur dari komprehensif. 

d. Meningkatkan perencanaan dan pemungutan Pendapatan 

Daerah yang mendukung kebutuhan daerah. 

e. Peningkatan Efektivitas, Efisiensi, Transparansi dan 

Akuntabilitas Perbendaharaan Umum Keuangan Daerah dan 

Penggunaan Anggaran Daerah. 

f. Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah yang efektivitas, 

efisien. 

c. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok 

Selatan menetapkan tujuan sebagai berikut : 

1. Terselenggaranya pelayanan administrasi yang mendukung 

pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

2. Meningkatnya sarana dan prasarana yang lebih representif. 

3. Terselenggaranya perencanaan umum pendapatan Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan kebutuhan. 

4. Terselenggaranya sistem penyusunan Anggaran Daerah yang 

sistematis dan tersruktur. 

5. Terciptanya sistem pengelolaan pendapatan daerah yang dapat 

mendukung kebutuhan daerah. 

6. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan 

Daerah, yang profesional, sesuai dengan kualifikasi kebutuhan dan 

berkomitmen. 

7. Tersedianya sistem informasi keuangan yang handal. 

8. Meningkatnya Penatausahaan Keuangan Daerah yang sistematis 

dan terstruktur. 
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9. Meningkatnya sistem pengawasan dan pertanggungjawaban daerah 

yang transparan dan akuntabel. 

10. Terselenggaranya pendapatan pengelolaan keuangan dan asset 

daerah melalui sistem akuntansi keuangan daerah. 

11. Terjalinnya koordinasi penyelenggaraaan kekuasaan umum 

pendapatan pengelolaaan keuangan dan asset daerah. 

d.  Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam jangka waktu 1 

(satu) tahun adalah terealisasimya bentuk kegiatan-kegiatan untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun mendatang.  
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e. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Gambar 5. Struktur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok  Selatan 
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f. Fungsi Masing-masing Bidang Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

1. Kepala Badan 

a. Kepala badan mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang 

keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada daerah. 

b. Untuk melaksanakan tugas, Kepada Badan menyelenggarakan 

fungsi :   

1) Pembinaaan pengawasan dan pengendalian penyusunan 

rencana strategis  (Renstra) Badan sesuai dengan rencana 

pembangunan jangka panjang menengah daerah  (RPJMD). 

2) Perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang 

keuangan. 

3) Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan 

bidang keuangan. 

4) Pelaksanaan tugas pembatuan dari pemerintah pusat dan 

pemerintah provinsi. 

5) Penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset. 

6) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

penggunaan anggaran Badan. 

7) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

urusan kesektariatan, kepegawaian dan rumah tangga 

Badan. 

8) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). 

9) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya. 

10) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

kegitan bidang teknis meliputi bidang pendapatan, 
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perbendaharaan, akuntansi, anggaran, barang milik daerah 

dan unit pelaksana teknis Badan. 

11) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai bidang tugasnya. 

2. Sekretariat 

a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, 

pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada 

seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, sekretariat 

menyelenggarakan fungsi : 

1) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di 

bidang keuangan. 

2) Pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, 

kerjasama hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi. 

3) Penataan organisasi dan ketatausahaan. 

4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi. 

5) Koordinasi dan penyusunan peraturam perundang-

undangan. 

6) Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara. 

7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai bidang tugasnya. 

 

1. Sub Bagian Perencanaan  

a. Sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan 

anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan.  

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, sub bagian keuangan 

menyelenggarakan fungsi :  



52 

 

1) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan 

program kerja sekretariat. 

2) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, 

menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta 

melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan 

dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan. 

3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan sub bagian. 

4) Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan 

dari bidang. 

5) Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja 

badan. 

6) Pelaksanaan penyusunan renstra badan. 

7) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran 

badan.  

8) Penyusunan program kerja tahunan badan. 

9) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kineerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) badan. 

10) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai bidang tugasnya. 

2. Sub Bagian Keuangan 

a. Sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan urusan keuangan. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, sub bagian keuangan 

menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan 

program kerja sekretariat. 

2) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, 

menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta 
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melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan 

dengan tugas-tugas urusan keuangan.  

3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan sub bagian. 

4) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang 

berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan 

administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester 

dan pertanggungjawaban. 

5) Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan 

pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan 

administrasi keuangan di lingkungan badan. 

6) Pelaksanaan penatausahaan keuangan badan. 

7) Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

(LPJ) keuangan badan. 

8) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai bidang tugasnya. 

3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 

a. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan koordinasi penyelenggaraaan urusan umum 

dan pengelolaan aset penatalaksanaan hukum, kepegawaian 

dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung 

jawab badan. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, sub bagian umum dan 

kepegawaian menyelenggarakan fungsi :  

1) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan 

program kerja sekretariat. 

2) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, 

menginventarisasi permasalaha-permasalahan serta 

melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan 

dengan tugas-tugas urusan sdministrasi umum. 
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3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan sub bagian. 

4) Pelaksanaan administrasi kepegawaian. 

5) Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinass, 

kearsipan, perpustakaan, komunikasi, 

pengetikkan/penggandaan/pendistribusian serta 

penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler. 

6) Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana 

serta kebersihan kantor dan lingkungan. 

7) Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi. 

8) Pengelolaan perpustakaan badan. 

9) Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan 

dinas, keamanan kantor serta pelayanan 

kerumahtanggaan lainnya. 

10) Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis 

kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, 

penyimpanan, perawatan dan penghapusan 

perlengkapan / sarana kerja. 

11) Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja 

sub bagian dan pengkoordinasian analisis dan 

pengembangan kinerja badan. 

12) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai bidang tugasnya. 

3. Bidang Anggaran 

a. Bidang anggaran mempunyai tugas merumuskan kebijakan 

teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program 

dan pelayanan, koordinasi, pengendalian dan penatausahaan 

serta pemantuan dan evaluasi di bidang anggaran. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, bidang anggaran 

menyelenggarakan fungsi : 
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1) Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang 

penyusunan rencana umum, kebijakan dan penyusunan 

anggaran, dan analisa penatausahaan dan pengendalian 

anggaran. 

2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 

penyusunan rencana umum, kebijakan dan penyusunan 

anggaran, dan analisa penatausaahaan dan pengendalian 

anggaran. 

3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

penyusunan rencana umum, kebijakan dan penyusunan 

anggaran, dan analisa penatausaahaan dan pengendalian 

anggaran. 

4)  Pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan 

rencana umum, kebijakan dan penyusunan anggaran, dan 

analisa penatausaahaan dan pengendalian anggaran. 

5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpina 

sesuai bidang tugasnya. 

 

1. Sub Bidang Penyusunan Rencana Umum, Kebijakan Dan 

Penyusunan Anggaran 

a. Sub bidang penyusunan rencana umum, kebijakan dan 

penyusunan anggaran mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi 

di bidang penyusunan rencana umum, kebijakan dan 

penyusunan anggaran. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, sub bidang penyusunan 

rencana umum, kebijakan dan penyusunan anggaran 

menyelenggarakan fungsi : 
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1) Penyusunan rencana kerja sub bidang penyusunan 

rencana umum, kebijakan dan penyusunan anggaran 

mengacu pada rencana kerja bidang anggaran. 

2) Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang 

penyusunan rencana umum, kebijakan dan penyusunan 

anggaran. 

3) Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang 

penyusunan rencana umum, kebijakan dan penyusunan 

anggaran. 

4) Penyusunan laporan dan evaluasi dan evaluasi kegiatan 

penyelenggaraan sub bidang penyusunan rencana 

umum, kebijakan dan penyusunan anggaran. 

5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai bidang tugasnya. 

2. Sub Bidang Analisa, Penatausahaan Dan Pengendalian 

Anggaran 

a. Sub bidang analisa, penatausaahaan dan pengendalian 

anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian 

bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang 

analisa, penatausahaan dan pengendalian anggaran.  

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, sub bidang analisa, 

penatusahaan dan pengendalian anggaran 

menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyusunan rencana kerja sub bidang analisa, 

penatusahaan dan pengendalian anggaran mengacu 

pada rencana kerja bidang anggaran. 

2) Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang analisa, 

penatusahaan dan pengendalian anggaran. 

3) Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi  data di bidang 

analisa, penatusahaan dan pengendalian anggaran. 
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4) Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan 

penyelenggaraan sub bidang analisa, penatusahaan dan 

pengendalian anggaran. 

5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai bidang tugasnya. 

4. Bidang Pendapatan 

a. Bidang pendapatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan 

teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program 

dan pelayanan, serta pemantuan dan evaluasi di bidang 

pendapatan. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, bidang pendapatan 

menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang 

perencanaan dan penetapan, penagihan dan pelaporan dan 

evaluasi. 

2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 

perencanaan dan penetapan, penagihan dan pelaporan dan 

evaluasi. 

3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

perencanaan dan penetapan, penagihan dan pelaporan dan 

evaluasi. 

4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan  di bidang perencanaan 

dan penetapan, penagihan dan pelaporan dan evaluasi. 

5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai bidang tugasnya. 

 

1. Sub Bidang Perencanaan Dan Penetapan 

a. Sub bidang perencanaan dan penetapan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantuan 

serta evaluasi di bidang perencanaan dan penetapan. 
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b. Untuk melaksanakan tugas, sub bidang perencanaan dan 

penetapan menyelenggarakan fungsi :  

1) Penyusunan rencana kerja sub bidang perencanaan dan 

penetapan mengacu pada rencana kerja bidang 

pendapatan.  

2) Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang 

perencanaan dan penetapan. 

3) Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang 

perencanaan dan penetapan. 

4) Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan 

penyelenggaraan sub bidang perencanaan dan 

penetapan. 

5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai bidang tugasnya. 

2. Sub Bidang Pemungutan Dan Penagihan 

a. Sub bidang penagihan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemberian bimbingan teknis dan pemantuan serta evaluasi 

di bidang penagihan. 

b. Untuk melaksanakan tugas, sub bidang penagihan 

menyelenggarakan fungsi :  

1) Penyusunan rencana kerja sub bidang penagihan 

mengacu pada rencana kerja bidang pendapatan.  

2) Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang penagihan. 

3) Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang 

penagihan. 

4) Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan 

penyelenggaraan sub bidang penagihan. 

5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai bidang tugasnya. 

3. Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan 
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a. Sub bidang evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantuan 

serta evaluasi di bidang evaluasi dan pelaporan. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, sub bidang evaluasi dan 

pelaporan menyelenggarakan fungsi :  

1) Penyusunan rencana kerja sub bidang evaluasi dan 

pelaporan mengacu pada rencana kerja bidang 

pendapatan.  

2) Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang evaluasi 

dan pelaporan. 

3) Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang 

evaluasi dan pelaporan. 

4) Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan 

penyelenggaraan sub bidang evaluasi dan pelaporan. 

5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai bidang tugasnya. 

5. Bidang Akuntansi 

a. Bidang akuntansi mempunyai tugas merumuskan kebijakan 

teknis, melaksanakan program dna pelayanan, serta pemantauan 

dan evaluasi di bidang akuntansi.  

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, bidang akuntansi 

menyelenggarakan fungsi :  

1) Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang 

pembukuan, dan pengelolaan data dan pelaporan. 

2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 

pembukuan, dan pengelolaan data dan pelaporan. 

3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pembukuan, dan pengelolaan data dan pelaporan. 

4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembukuan, 

dan pengelolaan data dan pelaporan. 
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5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai bidang tugasnya. 

 

1. Sub bidang pembukuan 

a. Sub bidang pembukuan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemberian bimbingan teknis dan pemantuan serta evaluasi 

di bidang pembukuan. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, sub bidang pembukuan 

menyelenggarakan fungsi :  

1) Penyusunan rencana kerja sub bidang pembukuan 

mengacu pada rencana kerja bidang akuntansi.  

2) Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang 

pembukuan. 

3) Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang 

pembukuan. 

4) Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan 

penyelenggaraan sub bidang pembukuan. 

5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai bidang tugasnya. 

2. Sub bidang Pengelolaan Data Dan Pelaporan 

a. Sub bidang pengelolaan data dan pelaporan mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan 

pemantuan serta evaluasi di bidang pengelolaan data dan 

pelaporan. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, sub bidang pengelolaan 

data dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :  

1) Penyusunan rencana kerja sub bidang pengelolaan data 

dan pelaporan mengacu pada rencana kerja bidang 

akuntansi.  
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2) Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang 

pengelolaan data dan pelaporan. 

3) Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang 

pengelolaan data dan pelaporan. 

4) Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan 

penyelenggaraan sub bidang pengelolaan data dan 

pelaporan. 

5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai bidang tugasnya. 

6. Bidang Perbendaharaan 

a. Sub bidang perbendaharaan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan 

pelayanan, serta pemantuan  dan evaluasi di bidang 

perbendaharaan. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, sub bidang perbendaharaan 

menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang belanja 

langsung dan belanja tidak langsung. 

2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 

belanja langsung dan belanja tidak langsung. 

3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang belanja 

langsung dan belanja tidak langsung. 

4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang belanja 

langsung dan belanja tidak langsung. 

5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai bidang tugasnya. 

 

1. Sub Bidang Belanja Langsung 

a. Sub bidang belanja langsung mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 
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pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan 

pelayanan, serta pemantuan  dan evaluasi di bidang belanja 

langsung. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, sub bidang belanja 

langsung menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyusunan rencana kerja sub bidang belanja langsung 

mengacu pada rencana kerja bidang perbendaharaan. 

2)  Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang belanja 

langsung. 

3)  Pengumpulan, pengolahan dan evaluaasi data di bidang 

belanja langsung. 

4)  Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan 

penyelenggaraan sub bidang belanja langsung. 

5)  Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai bidang tugasnya. 

2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung  

a. Sub bidang belanja tidak langsung mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan 

program dan pelayanan, serta pemantuan  dan evaluasi di 

bidang belanja tidak langsung. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, sub bidang belanja tidak 

langsung menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyusunan rencana kerja sub bidang belanja tidak 

langsung mengacu pada rencana kerja bidang 

perbendaharaan. 

2)  Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang belanja 

tidak langsung. 

3)  Pengumpulan, pengolahan dan evaluaasi data di bidang 

belanja tidak langsung. 
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4)  Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan 

penyelenggaraan sub bidang belanja tidak langsung. 

5)  Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai bidang tugasnya. 

 

7. Bidang Pengelolaan Aset Daerah 

a. Sub bidang pengelolaan aset daerah mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program 

dan pelayanan, serta pemantuan  dan evaluasi di bidang 

pengelolaan aset daerah. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, sub bidang pengelolaan aset 

daerah menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang 

perencanaan dan pendayagunaan aset, penilaian, dan 

pemanfaatan dan investasi daerah, dan inventarisasi dan 

akuntansi aset. 

2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasioanal di bidang 

perencanaan dan pendayagunaan aset, penilaian dan 

investasi daerah, dan inventarisasi dan akuntansi aset. 

3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

perencanaan dan pendayagunaan aset, penilaian dan 

investasi daerah, dan inventarisasi dan akuntansi aset. 

4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan 

dan pendayagunaan aset, penilaian dan investasi daerah, 

dan inventarisasi dan akuntansi aset. 

5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai bidang tugasnya. 

 

1. Sub Bidang Perencanaan Dan Pendayagunaan Aset 

a. Sub bidang perencanaan dan pendayagunaan aset 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan 
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dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, 

melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantuan  

dan evaluasi di bidang perencanaan dan pendayagunaan 

aset. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, sub bidang perencanaan 

dan pendayagunaan aset menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyusunan rencana kerja sub bidang perencanaan dan 

pendayagunaan aset mengacu pada rencana kerja 

bidang perencanaan dan pendayagunaan aset. 

2)  Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang 

perencanaan dan pendayagunaan aset. 

3)  Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang 

perencanaan dan pendayagunaan aset. 

4)  Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan 

penyelenggaraan sub bidang perencanaan dan 

pendayagunaan aset. 

5)  Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai bidang tugasnya. 

2. Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan Dan Investasi Daerah 

a. Sub bidang penilaian, pemanfaatan dan investasi daerah 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, 

melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantuan  

dan evaluasi di bidang penilaian, pemanfaatan dan 

investasi daerah. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, sub bidang penilaian, 

pemanfaatan dan investasi daerah menyelenggarakan 

fungsi : 

1) Penyusunan rencana kerja sub bidang penilaian, 

pemanfaatan dan investasi daerah mengacu pada 

rencana kerja bidang pengelolaan aset daerah 
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2) Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang penilaian, 

pemanfaatan dan investasi daerah. 

3)  Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang 

penilaian, pemanfaatan dan investasi daerah. 

4)  Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan 

penyelenggaraan sub bidang penilaian, pemanfaatan 

dan investasi daerah. 

5)  Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai bidang tugasnya. 

3. Sub Bidang Inventarisasi Dan Akuntansi Aset 

a. Sub bidang inventarisasi dan akuntansi aset mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, 

melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantuan  

dan evaluasi di bidang inventarisasi dan akuntansi aset. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok, sub bidang investasi dan 

akuntansi aset menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyusunan rencana kerja sub bidang inventarisasi dan 

akuntansi aset mengacu pada rencana kerja bidang 

pengelolaan aset daerah 

2) Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang 

inventarisasi dan akuntansi asset. 

3) Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang 

inventarisasi dan akuntansi aset. 

4)  Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan 

penyelenggaraan sub bidang inventarisasi dan 

akuntansi aset. 

5)  Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai bidang tugasnya. 
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2. Hasil Analisis 

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan  pada tanggal 1 

Juli 2021. Dalam penelitian tersebut peneliti telah mengajukan pertanyaan 

secara lisan atau langsung kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara 

Pengeluaran  Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan menjawab sesuai 

dengan pertanyaan yang telah diajukan. Pertanyaan yang diajukan kepada 

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran berpatokan pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 dalam hal 

penatausahaan pertanggungjawaban serta penyampaiannya Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Solok Selatan yang telah ditetapkan di berbagai 

peraturan yang saat ini berlaku, dan selama wawancara berlangsung 

narasumber pun menjawab pertanyaan sesuai dengan praktik yang 

sesungguhnya dilakukan, sehingga peneliti dapat  menganalisis bagaimana 

penatausahaan yang diterapkan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

tersebut.  

Hasil yang diperoleh selama peneliti melakukan wawancara 

terhadap subyek penelitian, yaitu sebagai berikut : 

1) Asas umum penatausahaan keuangan daerah Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan yaitu : 

a. Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran, bendahara 

penerimaan pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau 

menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan 

penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

b. Pejabat yang mendatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang 

berkaitan dengan bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban 

APBD yang bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat 

yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.  

2) Pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan yaitu dibentuknya : 
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a. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat 

Penyediaan Dana (SPD). 

b. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat 

Perintah Membayar (SPM). 

c. Pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ). 

d. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D). 

e. Bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran. 

f. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja 

subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan 

sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak 

terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPD.  

g. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran 

pembantu SKPD; dan 

h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. 

Pejabat lainnya sebagaimana yang dimaksud, mencakup: 

1. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD)  yang 

diberi wewenang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan 

pada SKPD; 

2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diberi 

wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari 

suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; 

3. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti 

pemungutan pendapatan daerah;  

4. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti 

penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan  

5. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara 

pengeluaran. 

3) Penatausahaan penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Solok Selatan, yaitu Bendahara Penerimaan melakukan 
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serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan 

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Proses 

penatausahaan penerimaan terdiri dari : 

a. Dokumen yang digunakan oleh bendahara penerimaan: 

1. Buku Kas Umum (BKU); 

2. Buku pembantu per rincian objek penerimaan; 

3. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH); 

4. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah); 

5. Surat Ketetapan Retribusi (SKR); 

6. Surat Tanda Setoran (STS); 

7. Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan 

8. Bukti Penerimaan lainnya yang sah; 

b. Bendahara penerimaan mencatat penerimaan ke dalam Buku Kas 

Umum. 

c. Bendahara penerimaan melakukan rekapitulasi penerimaan secara 

harian kedalam Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH).  

d. Bendahara penerimaan harus menyetor seluruh penerimaan kas ke 

rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk 

oleh pemerintah daerah dan paling lambat 1 (satu) hari kerja 

setelah penerimaan uang kas.  

e. Setoran ke rekening kas umum dianggap sah, bilamana kuasa BUD 

sudah menerima bukti kredit. 

f. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib 

mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan 

uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling 

lambat tanggal 10 bulan  berikutnya. 

g. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib 

mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan 
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uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku 

BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

h. PPKD selaku BUD akan melakukan verifikasi, evaluasi dan 

analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan 

pada SKPD 

i. Berdasarkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis PPKD akan 

menerbitkan surat pengesahan terhadap pertanggungjawaban 

bendahara penerimaan.  

j. Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek atau surat 

berharga lebih dari 1 (satu) hari kerja. 

4) Penatausahaan pengeluaran daerah Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Solok Selatan, yaitu Bendahara Pengeluaran 

melakukan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, 

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 

SKPD. 

Adapun penatausahaan pengeluaran pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan terdiri dari : 

a. Proses penatausahaan pembebanan langsung (LS) terdiri atas; 

1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD). 

2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 

3. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). 

4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 

b. Proses penatausahaan pembebanan UP/GU/TU terdiri attas; 

1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD). 

2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 

3. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). 

4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 

5. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ). 
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5) Pertanggungjawaban keuangan daerah Badan Pengelola Keuangan 

Daerah Kabupaten Solok Selatan yaitu : 

Pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilakukan yaitu 

dimulai dari pembuatan neraca yang dibuat 1 bulan setelah bulan 

bersangkutan, Selanjutnya pembuatan Laporan Realisasi Anggaran 

yang dibuat paling lambat 10 bulan berikutnya, kemudian Laporan 

Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan 

pelaporan 1 tahun APBD. Laporan Keuangan yang selesai diperiksa 

BPK harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan 

setelah berakhirnya tahun anggaran atau bulan juni. 

Pertanggungjawabannya, selaku pengguna anggaran maka seluruh 

pembayaran harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan 

dipertanggungjawabkan oleh Kepala Daerah yang diaudit oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK).   

6) Penyusunan laporan pertanggungjawaban dan penyampaiannya 

bendahara penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.  

Bendahara penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Solok Selatan dalam melakukan pertanggungjawaban dan 

penyampaiannya yang akan menjadi laporan pertanggungjawaban, 

adapun penatusahaan pertanggungjawaban yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

a. Pertama, wajib pajak datang membawa SKR dan SKPD dan di 

cocokkan uang yang dibayar dengan SKR dan SKPD, atau tanda 

bukti pembayaran lainnya yang sah, kemudian dicatat ke dalam 

buku penerimaan dan penyetoran, kemudian dibuat register STS, 

buku pembantu pe rrincian obyek penerimaan, Rekapitulasi 

Penerimaan Harian (RPH). 

b. Setelah semua pencatatan dilakukan, maka diverifikasi oleh PPK-

SKPD untuk menyusun SPJ Administratif dan SPJ Fungsional. 
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c. SPJ penerimaan diserahkan ke PPK-SKPD paling lambat tanggal 

10 bulan berikutnya untuk dilakukan pengujian dan di otorisasi 

atau dibubuhi tanda tangan. 

d. Jika sudah diotorisasi diserahkan ke PPKD selaku BUD selambat-

lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dalam rangka 

pertanggungjawaban fungsional. 

e. Selanjutnya, PPK-SKPD melakukan verifikasi ulang, evaluasi dan 

analisis SPJ penerimaan sebagai kegiatan rekonsiliasi. Kemudian 

PPK-SKPD mengesahkan SPJ penerimaan dan menyerahkan ke 

Pengguna Anggaran. 

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan penatausahaan 

pertanggungjawaban bendahara penerimaan BPKD.  

7) Penyusunan laporan pertanggungjawaban dan penyampaiannya 

bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.  

Bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Solok Selatan dalam melakukan penatausahaan 

pertanggungjawaban yang akan menjadi laporan pertanggungjawaban, 

adapun penatusahaan pertanggungjawaban yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

Untuk pertanggungjawabannya, bendahara bertanggungjawab 

kepada Kepala UPD dan diserahkan kepada bidang akuntansi untuk 

melakukan penatausahaannya, sedangkan penyampaiannya dilakukan 

di aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA), 

di aplikasi SIMDA semua akan di imput setiap pengeluarannya dan 

bidang akuntansi akan meregistrasinya dan mengeceknya apakah SPJ 

sudah benar atau belum . 

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP 

GU, SPP TU dan STS. 

b. Menerima dan menyimpan UP/GU/TU. 
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c. Melaksanakan pembayaran dari UP/GU/TU yang dikelolanya. 

d. Menolak perintah membayar dari Pengguna Anggaran yang tidak 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

e. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran. 

f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative 

kepada PA, dan membuat laporan pertanggungjawaban secara 

fungsional kepada BUD  secara periodic 

g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

Bendahara Pengeluaran selain melaksanakan tugas diatas, 

mempunyai wewenang sebagai berikut: 

1. Melakukan rekonsiliasi oleh pihak Bank yang ditetapkan oleh 

Kepala Daerah. 

2. Memeriksa kas secara periodik. 

3. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen 

fisik dari Bank. 

4. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi 

atas hasil pemeriksaan internal dan eksternal. 

5. Menyiapkan dokumen Surat Tanda Setoran (STS) atas pengeluaran 

belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal/eksternal. 

6. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembayaran SKPD yang 

melaksanakan fungsinya selaku BUD. 

Prosedur penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara 

pengeluaran sebagai berikut: 

a. Pencatatan dokumen yang diberikan oleh bendahara pengeluaran 

pembantu yang ditandatangani oleh PPTK kepada Bendahara 

pengeluaran sebagai bukti belanja ke dalam BKU pengeluaran, 

Buku Pembantu pengeluaran per rincian obyek, buku pembantu kas 

tunai, buku pembantu simpanan/bank, buku pembantu panjar, buku 

pembantu pajak.   
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b. Dokumen yang diberikan tersebut kemudian dibuat SPJ 

pengeluaran. Dimana dibuat 4 rangkap yaitu 1 bundel untuk arsip, 

1 bundel untuk PPTK, 1 bundel untuk bidang akuntansi, 1 bundel 

untuk bidang perbendaharaan selaku pengeluaran keuangan.  

  

B. Pembahasan 

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan 

metode wawancara pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Solok Selatan, dengan subyek penelitian yaitu Bendahara Penerimaan dan 

Bendahara Pengeluaran yang bertujuan untuk mengetahui penatausahaan dan 

penyusunan laporan pertanggungjawaban serta penyampaiannya, adapun hasil 

penelitian tersebut sebagai berikut : 

1. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban serta 

Penyampaiannya oleh Bendahara Penerimaan 

a. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban serta 

Penyampaiannya Bendahara Penerimaan sesuai dengan pedoman yang 

berlaku yaitu sebagai berikut:  

Dalam melakukan penatausahaan pertanggungjawaban 

bendahara penerimaan masih berpatokan pada Permendagri Nomor 13 

Tahun 2006, tetapi disamping itu juga menyesuaikannya dengan 

berbagai Peraturan pemerintah yang lain, mengingat peraturan yang 

dibuat saling memiliki kaitan. Berikut penatausahaan dan penyusunan 

laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan serta 

penyampaiannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006, sebagai berikut: 

1. Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan 

terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang 

menjadi tanggungjawabnya, dokumen yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

a. Buku kas umum; 
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b. Buku pembantu per rincian objek penerimaan; 

c. Buku rekapitulasi penerimaan harian; 

d. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah); 

e. Surat Ketetapan Retribusi (SKR); 

f. Surat Tanda Setoran (STS); 

g. Surat tanda bukti pembayaran; dan 

h. Bukti penerimaan lainnya yang sah. 

2.  Bendahara penerimaan pada SKPD wajib 

mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan 

uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling 

lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

3. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib 

mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan 

uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku 

BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

4. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan; 

a. Buku kas umum; 

b. Buku pembantu per rincian objek penerimaan; 

c. Buku rekapitulasi penerimaan harian; dan  

d. Bukti penerimaan lainnya yang sah. 

5. Selanjutnya, PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi 

dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara 

penerimaan yang dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. 

6. PPKD selaku BUD mengesahkan SPJ penerimaan dan 

menyerahkan pengesahan kepada Pengguna Anggaran. 

b. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban serta 

Penyampaiannya Bendahara Penerimaan sesuai dengan praktik yang 
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dilakukan Bendahara Penerimaan  Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Solok Selatan yaitu sebagai berikut:  

Bendahara Penerimaan  Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Solok Selatan melakukan penatausahaan dan penyusunan 

laporan pertanggungjawaban serta penyampaiannya berusaha  

mematuhi apa yang menjadi aturan Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 yang merupakan pedoman dalam penyusunan laporan 

pertanggungjawaban. 

Adapun penatausahaan dan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban serta penyampaiannya yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

1. Surat keterangan retribusi (SKR), Surat Ketetapan Pajak (SKP), 

dan Surat Tanda Setoran (STS), serta Surat Tanda Bukti 

Pembayaran lainnya yang sah, dicatat ke dalam buku penerimaan 

dan penyetoran, kemudian ke register Surat Tanda Setoran, buku 

pembantu per rincian objek penerimaan, rekapitulasi penerimaan 

harian. 

2. Selanjutnya, PPK-SKPD berkewajiban melakukan verifikasi atas 

laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, kemudian 

menyusun SPJ Administratif dan Fungsional.. 

3. SPJ penerimaan diserahkan kepada PPK-SKPD paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya, untuk dilakukan pengujian. 

4. Jika semua sudah dilakukan dengan sempurna, maka PPK-SKPD 

meminta otorisasi Pengguna Anggaran. 

5. Setelah diotorisasi oleh Pengguna Anggaran, SPJ diserahkan 

kepada PPKD selaku BUD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan 

berikutnya.  

6. PPK-SKPD melakukan verifikasi ulang, evaluasi dan analisis SPJ 

penerimaan, sebagai kegiatan rekonsiliasi. Selanjutnya PPK-SKPD 
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selaku BUD mengesahkan SPJ penerimaan dan menyerahkan 

kepada Pengguna Anggaran.  

Adapun bagan alir dari kegiatan di atas adalah sebagai berikut: 

Uraian 
Bendahara 

Penerimaan 

PPK-

SKPD 

Pengguna 

Anggaran 
BUD 

1. Berdasarkan dokumen 

SKP Daerah, SKR, 

STS, dan Surat Tanda 

Bukti Pembayaran/ 

Bukti Pembayaran 

lain yang sah, 

Bendahara 

Penerimaan 

melakukan 

penatausahaan 

penerimaan 

 

2. Setelah proses 

penatausahaan 

penerimaan, 

bendahara 

penerimaan akan 

menghasilkan 

dokumen sebagai 

berikut : 

a. BKU Penerimaan 

b. Buku Pembantu 

per        Rincian 

Obyek penerimaan 

c. Buku rekapitulasi 

penerimaan harian  

Ketiga dokumen 

diatas dibuat SPJ 

Penerimaan 

 

3. Bendahara 

penerimaan 

menyerahkan SPJ 

penerimaan kepada 

PPK-SKPD paling 

lambat tanggal 10 

bulan berikutnya 

 

4. PPK-SKPD 

     

SKP Daerah, 

SKR, STS, Surat 

Tanda Bukti 

Pembayaran, 

Bukti lain yang 

sah 

BKU 

Penerimaan 

Buku 

Pembantu 

Buku 

Rekapitulasi 

SPJ  

Penerimaan 

Tanggal 10 

bulan 

berikunya 

3 

SPJ  

Penerimaan 

Tanggal 10 

bulan 

berikunya 

SPJ  

Penerimaan 
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menyerahkan SPJ 

penerimaan kepada 

pengguna anggaran 

paling lambat tanggal 

10 bulan berikutnya 

 

5. Setelah di otorisasi, 

pengguna anggaran 

menyerahkan SPJ 

penerimaan kepada 

BUD paling lambat 

tanggal 10 bulan 

berikutnya 

 

6. Dalam rangka 

rekonsiliasi 

penerimaan, BUD 

memverifikasi, 

mengevaluasi, dan 

menganalisis SPJ 

penerimaan 

 

7. Kemudian BUD 

mengesahkan SPJ 

penerimaan 

 

8. BUD menyerahkan 

surat pengesahan SPJ 

kepada pengguna 

anggaran 

 

Gambar 6. Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Serta Penyampaiannya Pada BPKD 

Penjelasan : 

Bendahara penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Solok Selatan sudah menerapkan penatausahan dan 

penyusunan laporan pertanggungjawawaban serta penyampaiannya sesuai 

dengan aturan yang berlaku 

 

Tanggal 

10 bulan 

berikunya 

SPJ  

Penerimaa

n 

Dalam rangka 

rekponsiliasi 

penerimaaan 

Verifikasi, 

Evaluasi, 

Analisis 

Surat 

Pengesahan 

SPJ 

Surat 

Pengesahan 

SPJ 
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2. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban serta 

Penyampaiannya oleh Bendahara Pengeluaran 

a. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban serta 

Penyampaiannya Bendahara Pengeluaran sesuai dengan pedoman yang 

berlaku yaitu sebagai berikut : 

Dokumen-dokumen yang diberikan oleh PPTK akan dicatat oleh 

bendahara pengeluaran ke dalam buku-buku sebagai berikut : 

1. Buku kas umum pengeluaran. 

2. Buku pembantu pengeluaran per rincian obyek. 

3. Buku pembantu kas tunai. 

4. Buku pembantu simpanan/bank 

5. Buku pembantu panjar. 

6. Buku pembantu pajak. 

Berdasarkan dari enam dokumen diatas , ditambah dengan SPJ 

pengeluaran pembantu yang dibuat oleh bendahara pengeluaran 

pembantu, bendahara pengeluaran membuat SPJ pengeluaran dimana 

SPJ pengeluaran tersebut dibuat rangkap 4  (empat) : 

1. 1 (satu) bundel untuk arsip. 

2. 1 (satu) bundel untuk BUD. 

3. 2  (dua) bundel untuk diverifikasi PPK-SKPD. 

Jika PPK-SKPD menyetujui SPJ pengeluaran tersebut, maka PPK 

–SKPD menyampaikan 1 (satu) bundel SPJ pengeluaran kepada 

Kepala SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan 1 (satu) 

bundel SPJ pengeluaran lainnya akan dicatat pada register penerimaan 

SPJ pengeluaran.  

Jika ditolak, PPK-SKPD akan mengembalikan 1 (satu) bundel SPJ 

pengeluaran kepada bendahara pengeluaran untuk diperiksa ulang, dan 

1 (satu) bundel lainnya akan dicatat pada register penolakan SPJ 

pengeluaran. Selanjutnya, kepala SKPD mengesahkan SPJ 

pengeluaran, maka dibuat 2 (dua) rangkap register dalam arsip, dan 
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untuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran sebagai dasar atas 

pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 

Pencatatan SPJ yang disetujui maupun ditolak oleh Pengguna 

Anggaran maka bendahara pengeluaran akan melakukan pencatatan 

dan memasukkan data tersebut ke dalam dokumen berikut sesuai 

peruntukkannya. Dokumen yangg digunakan dalam menatausahakan 

pertanggungjawaban pengeluaran adalah : 

a. Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran 

(SPJ); 

b. Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran 

(SPJ); 

c. Surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); 

d. Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran 

(SPJ);  
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Bagan Alir Pembuatan SPJ Pengeluaran 

Uraian Bendahara Pengeluaran PPK-SKPD Kepala SKPD 

1. Bendahara pengeluaran 

melakukan pencatatan bukti-

bukti pembelajaan dana 

 

2. Berdasarkan pencatatan tersebut 

dihasilkan dokumen berikut : 

a.    BKU pengeluaran 

B.    Buku rekap pengeluaran per      

objek 

C.  Buku pembantu simpanan    

bank 

D.   Buku pembantu pajak 

E.   Buku pembantu panjar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dari lima dokumen di atas 

ditambah dokumen SPJ 

pengeluaran pembantu, 

bendahara pengeluaran membuat 

SPJ pengeluaran.  

Dokumen SPJ mencakup : 

a.    buku kas umum 

b.  ringkasan pengeluaran per 

rincian obyek yang diisertai 

dengan bukti-bukti 

pengeluaran yang sah 

   

Bukti Transaksi 

UP/GU/TU 

BKU 

Buku Pembantu 

Rekap Pengeluaran 

Per Objek  

Buku Pembantu 

Panjar 

Buku Pembantu 

Pajak 

Buku Pembantu 

Simpanan/Bank 

SPJ 

Pengeluaran 

Pembantu 
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c. bukti atas penyetoran 

PPN/PPh ke kas negara, dan  

d.    register penutupan kas 

 

4. Bendahara pengeluaran 

menyerahkan SPJ pengeluaran 

kepada PPK-SKPD, serta 

menyerahkan SPJ pengeluaran 

kepada BUD paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya 

 

5. PPK-SKPD memverifikasi SPJ 

pengeluaran 

 

6. Jika disetujui, maka PPK-SKPD 

menyampaikan SPJ pengeluaran 

kepada Kepala SKPD paling 

lambat taggal 10 bulan 

berikunya 

 

7. Kepala SKPD mengesahkan SPJ 

pengeluaran 

 

8. kepala SKPD menyerahkan surat 

pengesahan SPJ kepada 

bendahara pengeluaran 

Gambar 7. Pembuatan SPJ Pengeluaran 

 

Tanggal 10 bulan 

berikutnya 

BUD 

SPJ 

Pengeluaran 

Verifikasi 

SPJ 

Pengeluaran 

Tgl 10 bln 

berikutnya 

SPJ 

Pengeluaran 

Surat 

Pengesahan 

SPJ 

Surat 

Pengesahan 

SPJ 

SPJ 

Pengeluaran 
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b. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban serta 

Penyampaiannya yang dilakukan Bendahara Pengeluaran Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan : 

Dokumen yang diberikan PPTK sebagai bukti belanja/pengeluaran 

dicatat ke dalam BKU pengeluaran, Buku Pembantu kas tunai, Buku 

Pembantu Pengeluaran per rincian obyek, Buku Pembantu simpanan 

bank, Buku Pembantu Panjar, Buku Pembantu pajak, semua buku 

pembantu tersebut sesuai dengan penatausahaan masing-masing.  

Setelah dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada PPTK, maka 

dibuat SPJ Pengeluaran oleh PPTK, yang mana bendahara pengeluaran 

bertanggungjawab atas SPJ tersebut, lalu dibuat rangkap 6 (enam), 

dimana 1 (satu) bundel sebagai arsip, 1 (satu) bundel untuk BUD, 2 

(dua) untuk diverifikasi PPK-SKPD yang nantinya setelah diverifikasi 

1 (satu) bundel akan diberikan kepada Kepada SKPD paling lama 

tanggal 10 bulan berikutnya, dan 1 (satu) bundel lagi dicatat pada 

register  penerimaan SPJ pengeluuaran, 1 (satu) bundel untuk GU, dan 

1 (satu) bundel lagi akan dikirim ke Inspektorat. 

Uraian tersebut merupakan kegiatan penatausahaan 

pertanggungjawaban bendahara pengeluaran DPDPK.  
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Bagan Alir Pembuatan SPJ Pengeluaran 

Uraian Bendahara Pengeluaran PPK-SKPD Kepala SKPD 

9. Bendahara pengeluaran 

melakukan pencatatan bukti-

bukti pembelajaan dana 

 

10. Berdasarkan pencatatan tersebut 

dihasilkan dokumen berikut : 

a.    BKU pengeluaran 

B.    Buku rekap pengeluaran per      

objek 

C.  Buku pembantu simpanan    

bank 

D.   Buku pembantu pajak 

E.   Buku pembantu panjar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Dari lima dokumen di atas 

ditambah dokumen SPJ 

pengeluaran pembantu, 

bendahara pengeluaran membuat 

SPJ pengeluaran.  

Dokumen SPJ mencakup : 

a.    buku kas umum 

b.  ringkasan pengeluaran per 

rincian obyek yang diisertai 

dengan bukti-bukti 

penngeluaran yang sah 

   

Bukti Transaksi 

UP/GU/TU 

BKU 

Buku Pembantu 

Rekap Pengeluaran 

Per Objek  

Buku Pembantu 

Panjar 

Buku Pembantu 

Pajak 

Buku Pembantu 

Simpanan/Bank 

SPJ 

Pengeluaran 

Pembantu 
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c. bukti atas penyetoran 

PPN/PPh ke kas negara, dan  

d.    register penutupan kas 

 

12. Bendahara pengeluaran 

menyerahkan SPJ pengeluaran 

kepada PPK-SKPD, serta 

menyerahkan SPJ pengeluaran 

kepada BUD paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya 

 

13. PPK-SKPD memverifikasi SPJ 

pengeluaran 

 

14. Jika disetjui, maka PPK-SKPD 

menyampaikan SPJ pengeluaran 

kepada Kepala SKPD palng 

mabat taggal 10 bulan berikunya 

 

15. Kepala SKPD mengesahkan SPJ 

pengeluaran 

 

16. kepala SKPD menyerahkan surat 

pengesahan SPJ kepada 

bendahara pengeluaran 

 Gambar 8. Pembuatan SPJ Pengeluaran BPKD 

 

Penjelasan : 

Penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban serta penyampaiannya yang diterapkan Bendahara pengeluaran 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku 

 

Tanggal 10 bulan 

berikutnya 

BUD 

SPJ 

Pengeluaran 

Verifikasi 

SPJ 

Pengeluaran 

Tgl 10 bln 

berikutnya 

SPJ 

Pengeluaran 

Surat 

Pengesahan 

SPJ 

Surat 

Pengesahan 

SPJ 

SPJ 

Pengeluaran 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 

1. Bendahara penerimaan badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten 

solok selatan telah melaksanakan penatausahaan dan penyusunan 

laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku.  

2.  Bendahara pengeluaran badan pengelolaan keuangan daerah 

kabupaten solok selatan telah melaksanakan penatausahaan dan 

penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta 

penyampaiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara 

serta penyapaiannya, adapun saran yang dibberikan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk kegiatan penatausahaan dan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya tetap mematuhi 

aturan dan taat agar Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di 

Kabupaten Solok Selatan dapat menjadi teladan bagi SKPD lain dalam 

menjalankan tugasnya. 

2. Sebaiknya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Solok 

Selatan menetapkan standar penerimaan pegawai terutama di bagian 

keuangan, dengan mengutamakan pegawai yang memiliki keahlian 

atau latar belakang pendidikan akuntansi. 
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1) Surat Izin Penelitian 



 

 

2) Hasil wawancara Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan  pada tanggal 1 Juli 2021. Dalam 

penelitian tersebut peneliti telah mengajukan pertanyaan secara lisan atau 

langsung kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran  Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang 

telah diajukan. Pertanyaan yang diajukan kepada Bendahara Penerimaan dan 

Bendahara Pengeluaran berpatokan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2016 dalam hal penatausahaan pertanggungjawaban serta 

penyampaiannya Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan yang telah ditetapkan 

di berbagai peraturan yang saat ini berlaku, dan selama wawancara 

berlangsung narasumber pun menjawab pertanyaan sesuai dengan praktik 

yang sesungguhnya dilakukan, sehingga peneliti dapat  menganalisis 

bagaimana penatausahaan yang diterapkan di Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah tersebut. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam Pedoman 

tersebut terdapat uraian tentang penatausahaan keuangan daerah yang 

mencakup lima Hal, (1) Azaz umum penatausahaan keuangan daerah; (2) 

Pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah; (3) Penatausahaan penerimaan 

dan (4)Penatausahaan pengeluaran;  dalam penelitian tersebut peneliti 

mengajukan pertanyaan mengenai uraian berikut. 



 

 

1. Mengenai azaz-azaz umum penatausahaan Keuangan Daerah, apakah 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan telah 

menerapkan azaz-azaz sebagai  berikut : 

a. Apakah pengguna/kuasa pengguna anggaran, bendahara 

penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau 

menguasai uang/sarana/kekayaan daerah sudah menyelenggarakan 

penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ? 

Jawaban: Sudah 

b. Apakah pejabat yang menandatangani dan /atau mengesahkan 

dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar 

penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD 

bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul 

dari penggunaan surat bukti tersebut? 

Jawaban: Sudah 

2. Dalam penatausahaan keuangan daerah, untuk pelaksanaan APBD, apakah 

Kepala Daerah sudah menetapkan pejabat-pejabat sebagai berikut di 

BPKD ? 

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan 

Dana (SPD), diotorisasikan oleh siapa ? 

Jawaban: Sudah ditetapkan SPD-nya oleh Kepala BPKD. 

b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani  Surat Perintah 

Membayar (SPM), diotorisasikan oleh siapa ? 

Jawaban: SPM ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk yaitu selaku 

Kepala UPD. 

c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ)? 

Jawaban: Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ yaitu 

selaku Pengguna Anggaran. 

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah 

Pencairan Dana (SP2D)? 



 

 

Jawaban: SP2D ditandatangani oleh 4 (empat) orang, pertama Kepala 

BPKD, kedua Kabid Perbendaharaan selaku Kuasa BUD,  Ketiga Kasi 

2 orang di bidang perbendaharaan yang berhak bias menandatangani  

SP2D atas surat yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati. 

e. Pejabat fungsional untuk tugas bendahara penerimaan/pengeluaran. 

Jawaban: Di BPKD pejabat fungsional untuk bendahara penerimaan 

dan pengeluaran belum ada, Cuma menerima SK bendahara 

penerimaan dan bendahara pengeluaran. 

f. Belanja pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, 

belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja 

bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan 

SKPKD. 

Jawaban: Sudah. 

g. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran 

pembantu SKPD. 

Jawaban: Sudah ditetapkan. 

h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. 

Pejabat pelaksana APBD lainnya mencakup : 

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) yang diberi 

wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

Jawaban: Sudah. 

b) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD) yang diberi 

wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 

program sesuai dengan bidang tugasnya. 

Jawaban:Sudah. 

c) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti 

pemungutan pendapatan daerah. 

Jawaban: Sudah. 

d) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan 

kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah. 

Jawaban: Sudah. 



 

 

e) Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara 

pengeluaran. 

Jawaban: Sudah. 

3. Dalam proses penatausahaan penerimaan : 

a. Apakah bendahara penerimaan sudah melakukan serangkaian proses 

yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada SKPD ? 

Jawaban: Sudah. 

b. Apakah Proses penatausahaan penerimaan dilakukan oleh bendahara 

penerimaan ? 

Jawaban: Ada. 

c. Apakah bendahara penerimaan mengisi Surat Tanda Setoran sebagai 

tanda bukti penyetoran penerimaan ? 

Jawaban: Ada, yaitu administrasi penyetoran ke Bank harus mengisi 

STS terlebih dahulu. 

d. Sudahkah bendahara penerimaan ketika menerima uang lalu 

mencocokkan dengan SKP, SKR, STS, surat tanda bukti pembayaran, 

dan bukti penerimaan lainnya yang sah ? 

Jawaban: Ada. 

e. Apakah bendahara penerimaan mencatat penerimaan ke dalam BKU ? 

Jawaban: Ada, membuat BKU setiap bulan. 

f. Apakah bendahara penerimaan melakukan rekapitulasi penerimaan 

secara harian kedalam Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH) ? 

Jawaban: Ada. 

g. Apakah Bendahara Penerimaan harus menyetor seluruh uang yang 

diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari 

kerja sejak uang kas tersebut diterima ? 

Jawaban: Iya betul 

h. Apakah bendahara penerimaan secara administratif harus 

mempertanggungjawabkan penerimaan yang menjadi 



 

 

tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran disertai bukti-bukti 

penerimaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ? 

Jawaban: Ada, secara aturan tanggal 10, jika bukti belum lengkap 

maka bukti menyusul.  

i. Apakah bendahara penerimaan harus mempertangggungjawabkan 

secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi 

tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling 

lambat tanggal 10 bulan berikutnya ? 

Jawaban: Ada. 

j. Apakah PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis 

atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dalam rangka 

rekonsiliasi penerimaan ? 

Jawaban:Ada. 

k. Berdasarkan hasil verikasi, evaluasi dan analisis, apakah PPKD akan 

menerbitkan surat pengesahan terhadap pertanggungjawaban 

bendahara penerimaan ? 

Jawaban: Ada. 

l. Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, dan surat 

berharga lainnya lebih dari 1 hari keja ? 

Jawaban: Betul. 

4. Bagaimana penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

bendahara penerimaan serta penyampaiannya pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan ?  

a. Pertama, wajib pajak dating membawa SKR dan SKPD dan di 

cocokkan uang yang dibayar dengan SKR dan SKPD, atau tanda bukti 

pembayaran lainnya yang sah, kemudian dicatat ke dalam buku 

penerimaan dan penyetoran, kemudian dibuat register STS, buku 

pembantu perincian obyek penerimaan, Rekapitulasi Penerimaan 

Harian (RPH). 



 

 

b. Setelah semua pencatatan dilakukan, maka diverifikasi oleh PPK-

SKPD untuk menyusun SPJ Administratif dan SPJ Fungsional. 

c. SPJ penerimaan diserahkan ke PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya untuk dilakukan pengujian dan di otorisasi atau 

dibubuhi tanda tangan. 

d. Jika sudah diotorisasi diserahkan ke PPKD selaku BUD selambat-

lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dalam rangka 

pertanggungjawaban fungsional. 

e. Selanjutnya, PPK-SKPD melakukan verifikasi ulang, evaluasi dan 

analisis SPJ penerimaan sebagai kegiatan rekonsiliasi. Kemudian 

PPK-SKPD mengesahkan SPJ penerimaan dan menyerahkan ke 

Pengguna Anggaran. 

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan penatausahaan 

pertanggungjawaban bendahara penerimaan BPKD. 

5. Dalam proses penatausahaan pengeluaran : 

a. Apakah bendahara pengeluaran sudah melakukan serangkaian proses 

yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 

rangka pelaksanaan APBD pada SKPD ? 

Jawaban: Sudah. 

b. Apakah proses penatausahaan pengeluaran dilakukan oleh bendahara 

pengeluaran ? 

Jawaban: Sudah. 

c. Adapun dokumen yang digunakan dalam penatausahaan pengeluaran 

sebagai berikut : 

1) Anggaran kas ? 

Jawaban: Sudah. 

2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah ? 

Jawaban: Sudah. 

3) Surat Penyediaan Dana (SPD) ? 

Jawaban: Sudah. 



 

 

4) Register SPD ? 

Jawaban: Sudah 

5) Apakah terdapat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ? apa saja 

SPP tersebut ? 

Jawaban: Sudah, seluruh yang bersifat pembayaran harus memakai 

SPP terlebih dahulu. 

6) Apakah dalam melakukan pencairan dana harus Register SPP, 

SPM, SP2D, Register SP2D, BKU, Buku Simpanan/Bank, Buku 

Pajak PPh/PPN, Register penutupan kas, Rincian pengeluaran per 

rincian obyek ? 

Jawaban: Sudah. 

7) Bagaimana pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilakukan 

oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok 

Selatan ? 

Jawaban: Pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilakukan 

yaitu dimulai dari pembuatan neraca yang dibuat 1 bulan setelah 

bulan bersangkutan, Selanjutnya pembuatan Laporan Realisasi 

Anggaran yang dibuat paling lambat 10 bulan berikutnya, 

kemudian Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan 

yang merupakan pelaporan 1 tahun APBD. Laporan Keuangan 

yang selesai diperiksa BPK harus disampaikan kepada DPRD 

selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 

atau bulan juni. Pertanggungjawabannya, selaku pengguna 

anggaran maka seluruh pembayaran harus ditandatangani oleh 

pejabat yang berwenang dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala 

Daerah yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).   

8) Bagaimana penatausahaan dan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban bendahara pengeluaran serta penyampaiannya 

pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok 

Selatan ? 



 

 

Jawaban: Untuk pertanggungjawabannya, bendahara 

bertanggungjawab kepada Kepala UPD dan diserahkan kepada 

bidang akuntansi untuk melakukan penatausahaannya, sedangkan 

penyampaiannya dilakukan di aplikasi Sistem Informasi 

Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA), di aplikasi SIMDA 

semua akan di imput setiap pengeluarannya dan bidang akuntansi 

akan meregistrasinya dan mengeceknya apakah SPJ sudah benar 

atau belum . 

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas sebagai berikut: 

h. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, 

SPP GU, SPP TU dan STS. 

i. Menerima dan menyimpan UP/GU/TU. 

j. Melaksanakan pembayaran dari UP/GU/TU yang dikelolanya. 

k. Menolak perintah membayar dari Pengguna Anggaran yang 

tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

l. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran. 

m. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative 

kepada PA, dan membuat laporan pertanggungjawaban secara 

fungsional kepada BUD  secara periodic 

n. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

Bendahara Pengeluaran selain melaksanakan tugas diatas, 

mempunyai wewenang sebagai berikut: 

7. Melakukan rekonsiliasi oleh pihak Bank yang ditetapkan oleh 

Kepala Daerah. 

8. Memeriksa kas secara periodik. 

9. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau 

dokumen fisik dari Bank. 

10. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas 

koreksi atas hasil pemeriksaan internal dan eksternal. 



 

 

11. Menyiapkan dokumen Surat Tanda Setoran (STS) atas 

pengeluaran belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan 

internal/eksternal. 

12. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembayaran SKPD yang 

melaksanakan fungsinya selaku BUD. 

Prosedur penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara 

pengeluaran sebagai berikut: 

c. Pencatatan dokumen yang diberikan oleh bendahara 

pengeluaran pembantu yang ditandatangani oleh PPTK kepada 

Bendahara pengeluaran sebagai bukti belanja ke dalam BKU 

pengeluaran, Buku Pembantu pengeluaran per rincian obyek, 

buku pembantu kas tunai, buku pembantu simpanan/bank, buku 

pembantu panjar, buku pembantu pajak.   

d. Dokumen yang diberikan tersebut kemudian dibuat SPJ 

pengeluaran. Dimana dibuat 4 rangkap yaitu 1 bundel untuk 

arsip, 1 bundel untuk PPTK, 1 bundel untuk bidang akuntansi, 

1 bundel untuk bidang perbendaharaan selaku pengeluaran 

keuangan. 



 

 

a. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan 

 

b. Wawancara Bendahara Penerimaan 

 



 

 

 

 

 

c. Wawancara Bendahara Pengeluaran 



 

 

 

 



 

 

3) Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan 

 



 

 

4) Daftar Rincian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bendahara 

Penerimaan 

 

 

 



 

 

5) Rincian Penyetoran Pajak Bendahara Penerimaan  

 



 

 

6) Register Surat Tanda Setoran (STS) 



 

 

7) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran 



 

 

8) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – 

Fungsional ) 

 

 

 


